BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR {v TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
perlu menetapkan kebijakan akuntansi
pemerintahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka guna tertib
administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu
menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten di
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400};
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaran
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438J;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502};

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578},

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan  Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomoeor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 123);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah vyang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179};

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2007 Nomor 10/E}.

MEMUTUGSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah
sebagal unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Bupati adalah Bupati Lamongan

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan, yvang selanjutnya disingkat SAP,
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakul pendapatan, beban,
aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual,
serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan vyang selanjutnya
disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal
efektif.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah
untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap
anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat
SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,
peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi pemerintahan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujul bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui
aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan
menjadi bagtan yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban,
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan
yang bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara
lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA, adalah
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,
transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang
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pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat
LPSAL, adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan
penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal,
SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan
suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada
tanggal tertentu.

Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan
yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional
keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO,
beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan
yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas, yvang selanjutnya disingkat LAK, adalah laporan
yang menyajilkan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta
saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE, adalah
laporan yang menyajikan informasit mengenai perubahan ekuitas yang
terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas
akhir,

Catatan atas Laporan Keuangan, vang selanjutnya disingkat CaLK,
adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan
yang memadai.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah perangkat daerah di Kabupaten Lamongan selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD,
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/
pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagail
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah daerah.
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Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun
masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber
daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos
yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan
yang seharusnya.

Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk
mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang,utang dan yang lain
yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang
belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode vang
berjalan.

Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum
daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKPD vang dipimpinnya.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan wuntuk memberikan
pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis
akrual.



BRAR III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

poop

™

(1)

(4)

(1)

(2)

kebijakan umum akuntansi;

kebijakan pelaporan keuangan;

kebijakan akuntansi terkait akun;

kebijakan akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan
akuntansi dan peristiwa luar biasa;

kebijakan masa manfaat aset tetap; dan
kebijakan akuntansi penambahan masa manfaat aset tetap.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

Kebijakan umum akuntansi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

3 huruf a terdiri dari ;

a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan

b. kebijakan akuntansi akun.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan

keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan

keuangan.

Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf

b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau

pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuail dengan PSAP atas :

a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP;
dan

b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)} berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan

pemerintah daerah.

BAB V
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat pilihan
prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi
transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar,
penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.
Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas :

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

neraca,

laporan operasional;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan.

@ oo o
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Pasal 6

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1} terdiri atas :

a. sistemn akuntansi PPKD; dan

b. sistem akuntansi SKPD.

Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer,
pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi,
penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan
keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban,
ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan
SKPD.

BAB VI
SISTEMATIKA
Pasal 7

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I : KEBIJAKAN UMUM AKUNTANGSI
Memuat Latar Belakang Penyusunan  Kebijakan
Akuntansi, Tujuan dan Ruang Lingkup, Etintas Akuntansi
dan Etintas Pelaporan Keuangan, Gambaran Kebijakan
Akuntansi dan Sistematika Penyajian.

BABII : KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN
Memuat Komponen Laporan Keuangan dan Keterbatasan
Laporan Keuangan.

BABIII : KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT AKUN
Memuat Kas dan Setara Kas, Piutang, Investasi,
Persediaan, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Beban, Belanja dan
Transfer, Pembiayaan, SILPa/SiKPA/SAL, dan Transaksi
Transitoris.

BAB IV : KEBIJAKAN  AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN,
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PERISTIWA
LUAR BIASA
Memuat Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa.

BABV : KEBIJAKAN MASA MANFAAT ASET TETAP
Memuat Tabel Masa Manfaat.

BAB VI : KEBIJAKAN PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP
Memuat Tabel Penambahan Masa Manfaat.

Isi beserta uraian sistematika Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

lampiran Peraturan Bupati ini.



BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 8

Kebijakan akuntansi mengenai Badan Layanan Umum Daerah diatur
tersendiri dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 53 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabuaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2011 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal >0 tMa 20w

P

Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LA NGAN

-

YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 NOMOR 16



Lampiran Peraturan Bupati Lamongan
Nomor : '  Tahun 2014
Tanggal : 30 M 2014

BAB I
KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara diamanatkan bahwa pendapatan dan belanja baik
dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawabannya diakui
dan diukur dengan basis akrual. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal
30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang dimaksud
dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah
laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari LRA, Neraca, LAK,
dan CalK yang disusun sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan.

Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 Pasal 36 ayat (1) menyatakan ketentuan mengenai pengakuan
dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 16
Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima)
tahun. Hal tersebut ditegaskan kembali di dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 70
ayat (2) yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan
pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan
selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran 2008. Selama pengakuan
dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum
dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dalam
Pasal 32 ayat (1), dinyatakan bahwa bentuk dan isi laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai
dengan SAP. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa SAP dimaksud
disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat
pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Komite ini selanjutnya
dikenal dengan nama Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Hingga tahun 2010 ternyata praktik pencatatan akuntansi
berbasis akrual belum bisa berjalan khususnya di pemerintah daerah.
Sehingga pada Tahun 2010 Pemerintah menetapkan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang
merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. SAP berlaku untuk
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk
Laporan Keuangan. SAP menyebutkan jika paling lambat tahun 2015
basis pencatatan yang harus digunakan oleh pemerintah baik pusat
maupun daerah adalah basis akrual.

Untuk menghadapi basis akrual yang akan menjadi basis
pelaporan pemerintah daerah maka dibutuhkan kesiapan sumber daya
manusia dari seluruh unit entitas akuntansi, entitas pelaporan, unit
perbendaharaan dan unit pembuat standar akuntansi,bersama-sama



melaksanakan action sesuai dengan kewenangan dan peran masing-
masing agar akuntansi berbasis akrual dapat diterapkan dengan baik.
Disamping itu, tren penggunaan akuntansi berbasis akrual yang
semakin luas terutama di negara-negara anggota Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD) diyakini merupakan
bagian yang penting dari reformasi manajemen keuangan publik
khususnya untuk tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas
dan kualitas pengambilan keputusan.

Acuan Penyusunan dan Dasar Hukum

1. Acuan Penyusunan

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan

didasarkan pada:

a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dan Interpretasi
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP).

b. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang
akuntansi dan pelaporan keuangan.

c. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan
keuangan.

2. Dasar Hukum

Kebijakan = Akuntansi Pemerintah Daerah diselenggarakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur

keuangan, antara lain :

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 23C;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

¢. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

g Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Penilaian Kinerja;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah;

j. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah.

B. Tujuan dan Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi
Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan
penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk
tyjuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan terhadap anggaran dan antar periode.



Tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan
bagi:

1. Penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan
akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan;

2. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
keuangan disusun sesuail dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

3. Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang
disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

C. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan
Dalam pemerintah daerah terdapat 2 (dua) jenis entitas yang
menyusun laporan keuangan yaitu entitas akuntansi dan entitas
pelaporan. Adapunpenjelasan kedua entitas tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang
mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban  yang
menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan
atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas Akuntansi
yang ada pada Pemerintah Daerah adalah seluruh SKPD pada
pemerintah daerah dan PPKD selaku entitas yang mengelola
keuangan pada level Pemerintah Daerah. Keduanya mempunyai
kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari
laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan
perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan
keuangan ini selanjutnya digabungkan menjadi laporan keuangan
Pemerintah Daerah.

2. Entitas pelaporan adalah satuan organisasi di lingkungan
pemerintah daerah atau organisasi lainnya yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam
hal ini, entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah. Adapun
laporan keuangan yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah
adalah LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CalLK. Dalam
penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat
pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas
pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu,
dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah
dari entitas pelaporan lainnya.

D. Gambaran Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi ini merupakan landasan bagi pemerintah
di dalam menetapkan sistem akuntansi pemerintahan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamongan. Prinsip akuntansi dan pelaporan
keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati
pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi
dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta
pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang
disajikan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan
diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi
walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan



beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan
nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan
dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, basis kas masih
digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen
anggaran disusun berdasarkan basis kas.

. Sistematika Penyajian

Kebijakan akuntansi ini disgjikan dalam beberapa sub bab yang
merupakan pengelompokkan kebijakan akuntansi yang dibagi dalam
beberapa topik. Masing-masing topik secara umum diuraikan menurut
sistematika sebagai berikut:
Definisi
Pengakuan
Pengukuran
Pengungkapan

BN



BAB 1I
KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN

A. Komponen LK
Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari:

1. Neraca
Neraca  merupakan  komponen laporan  keuangan  yang
menggambarkan posist keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan
informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. LRA
menyajikan informasi mengenai ikhtisar sumber, alokasi dan
penggunaan sumber daya ekonomi vyang dikelola oleh
SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan.
Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya
ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap
anggaran Pemerintah Daerah. LRA menggunakan basis kas dalam
pencatatannya

3. Laporan Operasional (LO)
LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan
informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping
melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi
keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang
merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
Berbeda dengan LRA, LO menggunakan basis akrual dalam
pencatatannya.

4. Laporan Arus Kas (LAK)
LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan
informasi penerimaan, pengeluaran, dan perubahan kas dan setara
kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, aset non keuangan dan non
anggaran.

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan
sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada
periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/
mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

6. Laporan Perubahan SAL (LPSAL)
LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan
secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut
Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa
Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi
Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran
Lebih Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CalK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi
penjelasan, daftar rinciandan/atau analisis atas laporan keuangan
dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK,



dan LPE. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami

dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya,

CalLK sckurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai

berikut:

a. informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/
ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD
Kabupaten Lamongan, berikut kendala dan hambatan yang
dihadapi dalam pencapaian target;

b. ikhtisar penicapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

¢. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijjakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya,

d. pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas
pendapatan dan belanja dan rekomnsiliasinya dengan penerapan
basis kas;

e. informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan.

f. daftar dan schedule.

Termasuk pula dalam CalK adalah penyajian informasi vyang

diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar
laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau
komitmen-komitmen lainnya.

Dari ke tujuh laporan keuangan diatas, berikut akan dijelaskan

laporan keuangan yang harus dibuat oleh masing-masing entitas yang
ada di Pemerintah daerah beserta dengan contoh laporan keuangan
tersebut.

1. Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh masing-masing SKPD
yang ada di Pemerintah Daerah adalah:



a. Neraca

NERACA
SKFPD
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

{Dalam Rupiah)

Uralan 20X1 20X0
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
Piutang Pajak Daerah KX pt 4.4
Piutang Betribusi Daerah XXX KKK
Penyisihan Piutang KX XX
Beban di Bayar di muka XXX XXX
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran X pi 44
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian XXX MK
Piutang Lainnya XKX HEX
Persediaan HKHK xxx
Jumlah Aset Lancar XN XXX
ASET TETAP
Tanah XXX XXX
Peralatan dan Mesin HHX XHX
Gedung dan Bangunan AKX XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan XXX XXX
Aset Tetap Lainnya HHX XXX
Konstruksi dalam Pengerjaan XXX XXX
Akurnulasi Penyusutan XXX KKK
Jumlah Aset Tetap XXX XXX
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
Tuntutan Ganti Kerugian preTe's AKX
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga XXX KX
Aset Tak Berwujud XNX pée
Aset Lain-lain XXX XXX
Jumlah Aset Lainnnya XXX XXX
JUMLAH ASET XXX XXX
KEWAIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) XXX XXX
Pendapatan Diterima Dimuka HKX KKK
Utang Belanja XXX XXX
Utang Jangka Pendek Lainnya XXX XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek XX XXX
JUMLAH KEWAJIBAN XXX XXX
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas XXX XXX
R PPKD XXX XXX
JUMLAH EKUITAS XXX AKX
JUMLAH KEWA]JIBAN DAN EKUITAS XXXX XXX




e. Catatan atas Laporan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
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BabI {Pendahuluan

1.1)Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.2|Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3[Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II |Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1flkhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

2.2|Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

Eab Il |Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

3.1 [Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan

3.1.1 Pendapatan
3.1.2 Beban

3.1.3 Belanja

314 Aset

3.1.5 Kewajiban
3.1.6 Ekuitas Dana

3 7 |Pengungkapan atas pos-pos aset dail kewajlban yang ombul
sehubungan dengan penerapan basts akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas
akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada

Pemerintah Daerah

Bab IV |Penjelasan atas informasi-informasi non kenangan Pemda

BahV |Penuntup

2. Laporan Keuangan PPKD

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh masing-masing PPKD

yang ada di Pemerintah Daerah adalah:

a. Neraca
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
NERACA
PPKD
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)
Uraian 20X1 20X0
ASET
ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah XXX XKX
Investasi Jangka Pendek XX XXX
Penyisihan Piutang XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah P XXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat XXX K
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XX KX
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi XXX XXX
Piutang Lainnya XXX XXX

RK SKPD .... XX XAX
Jumlah Aset Lancar XRX XXX
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—
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen
Pinjaman Jangka Panjang KRN
Investasi dalam Surat Utang Negara XXX
Investasi dalam Proyek Pembangunan XXX
Investasi Nonpermanen Lainnya XN
Jumlah Investasi Nonpertmanen XXX
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX
Investasi Permanen Lainnya ble’s’d
Jumlah Investasi Permanen proo'd
Jumlah Investasi Jangka Panjang AXX
DANA CADANGAN
Dana Cadangan XXX
Jumlah Dana Cadangan xXxXu
ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang XXX
Kemitraan dengan Pihak Ketiga XXX
Aset Tidak Berwujud XXX
Aset Lain-lain o
Jumlah Aset Lainnya xxx
JUMLAH ASET AXX
KEWAJIBAN
KEWA.JIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) blole 4
Utang Bunga XXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX
Pendapatan Diterima Dimuka KKK
Utang Jangka Pendek Lainnya XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek W
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan XXX
Utang Dalam Negeri - Obligasi KK
Premium (Diskonto) Obligasi plele s
Utang Jangka Panjang Lainnya XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang XXX
JUMLAH KEWAJIBAN N
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas LXK
Jumlah Ekuitas XRX
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS XXX




b. Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PPHKD
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UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
{Dalam Rupiah}

URAIAN

Anggaran |Realisas

20X1

i20X1

(%6}

Realizas
i 20X0

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Lain-lain PAD vang sah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahka]

Bl

3% &
B E

i

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMEBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

£

Jumlah Pendapatan Tra Dana Perimbangan

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Ctonomi Khusus
Dana Penyesuaian

Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsd

Jumlah Pendapatan T, £i

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain-lain Pendapatan vang Sah

JUMLAH PERDAPATAN

GEEE BERY [B)FE EREES

FEPRE BEEE BlEE [lrued

dEEE BREE BRIV JERERY

BEEE BEEE BiEE [pee

BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi

BELARJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja Tak Terduga

JUMLAH BELANJA

BEE ElEEEE

iEE BEEEE
BEE [EEES
BEE RS

NSFER
TRANSFER BAG] HASIL PENDAPATAN

Transfer Bagi Hasil Pajak
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Jumlah Tranfer Bagi Hasll Pendapatan

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
Tranafer Bantuan Keuangan ke Desa
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Jumlah Transfer Bantuan Keuangan

JUMLAH TRANSFER

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

SURPLUS/DEFISIT

FEEREEE B

BEEERE: [Efs

FEEEEEE RS

BEEEEEE Kjpe




PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA KX
Pencairan Dana Cadangan XXX
Hagil Penjualan Kekavaan Daerah vang Dipisahkan XHH
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XX
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya XXX
Finjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XXX

Pinjaman Ialam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

Pinfaman Dalam Negeri - Lainnya

Penennmaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Dacrah
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Dacrah Lainnya
Penerimaan Kembali Piutang

Penerimaan Kembali lnvestasi Dana Bergulir

HESEEEEEESEEEE

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadungan
Penyertaan Moda/Investasi Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemenintah Pusat
Pembavaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Dgerah Lains
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lenthaga Keuangan Buka
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Femberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

SEENEEEE R RIS REE R R

B EEEREEEEEEEfEERREERY

FREREEEEEEEELS

Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX
Jumlah Pengeluaran Pembiagaan | XER
JUMLAH PEMBIAYAAN axx

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN /(SISA KURANG § XXX

MR R RS R R RS R R R R R N




c. Laporan Operasional

LAMPIRAN Ti
Contoh Format Lapotan Operasional Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN OPERASIONAL

PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
[Dalam rupiah)
URAIAN 20X1 | zoxo [ Kensikan/ 4o,
Penurunan
KEGIATAN OPERASIONAL ]
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajalt Daerah p el XX woxK 000
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang Dipisahkan X XX o re'eH
Lain-lain PAD yang Sah e oK AR oo
Jumlah Pendapatan Asli Daerah XNR MR —[T XN
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN XXX XXX XXX p=
Dana Bagi Hasil Pajak x0x XXX X000 XX
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam KX XXX XXX pvey
Dana Alokasi Umum XXX o0y o feid
Dana Alokasi Khusus XX Xoex XN WX
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan _ll ERX =xx XXX Axx
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Otonomi Khusus X0 peey AKX o
Pana Penyesuaian XXX ¥X MKX XK
L Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya XXX R¥X XXX RN
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak oo oot pi Eetd
Pendapatan Bagl Hasil Lainnya RN XXX Pty AKX
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi R XXX pesd fasld
Jumlah Pendapatan Transfer HXR KRR XXX xxy
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah s = Woor X
Pendapatan Laintya XX 00x o WK
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah XXNR HRX RRR X
JUMLAH PENDAPATAN XAx REX xxx XN
BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Subsidi po o0 XXX KX
Beban Hibah pete blaicH X P
Beban Bantuan Sosial XXX ietel XXX X
Beban Lain-lain X fin 4 00 X0
Jumlah Beban Operasi NN AR BRI favd
BEBAN TRANSFER 1
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak X% KKX ey KX
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya XX XXX XHX X0
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnsz hid pe o XXX
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa XX o WX o0
Beban Transfer Keuangan Lainnya HHK X XXX x:oc_l
Jumiah Beban Transfer ERX REX XX xXH
JUMLAH BEBAN xxR Rx RXK X
SURPLUS/DEFISIT DARI QOPERASI XRX ERX xR XXX
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus Penjualan Aset Non Lancar Xxx XX o0 XXX
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang fe.d friid pari a0
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya XXX e X XXX
Jumiah Surplus Non Operasional XXX KRN pas g XXX
DEFISIT NON QPERASIONAL
Dehsit Penjualan Aset Nonlancar p+ed e o el
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Pamjang ped poiy K o
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya KX XK peey Py
Jumjah Defisit Non Opernsional 0 XXX XXX XK
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL XAX HEX xR KX
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA XX REX XXX |, XXK
POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa oo X WK o
Jumlah Pendapatan Luar Biasa xxx EXX XXX XX
BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa XX feed o0 00X
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d. Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN PERUEAHAN EKUITAS
PPED

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMEER 20X1 DAN 20X0

URAJAN 20X1 | 20X0
EKUITAS AWAL XXX | XXX
RK SKPD XXX [ XXX
SURPLUS/DEFISIT-LG KX | XXX

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX | XXX
SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX | XXX
LAIN-LAIN KUK { XXX

EKUITAS AKHIR

e. Catatan atas Laporan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PPKD
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Bab | Pendahuluan
1,1|Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD
1,2|Landasan hukum penyusunan Iaporan keuangan PPKD
1,3{Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD
Bab 1] Ikhtisar pencapaian kinerja kevangan pemerintah daerah
2,1]1khtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan PPKD
2,2[|Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan
Bab 111 Penjelesan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
3,1} Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
Pemda
311 Pendapatan
3.1.2 Beban
3.1.3 Belanja
3.1.4 Aset
3.15 Kewajiban
3.1.6 Ekuitas Dana
3,2|Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan
dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas
akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada Pemda.
Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemda
Bab V Penutup
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3. Laporan Konsolidasi Pemerintah Daerah
Laporan keuangan yang ada di Pemerintah Daerah adalah:
a. Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)
Uraian 20X1 20X0
ASET
ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah XX XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
Kas di BLUD XX XK

Kas Dana Kapitasi
Investasi Jangka Pendek XXX XXX
Piutang Pajak XX XXX
Piutang Retribusi XXX XXX
Penyisihan Piutang XXX XXX
Belanja Dibayar Dimuka XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX h4:6.4
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi XXX XX
Piutang Lainnya XXX XXX
Persediaan XXX XXX
Jumlah Aset Lancar R | Rxx

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen
Pinjaman Jangka Panjang XXX XXX
Investasi dalam Surat Utang Negara XXX XX
Investasi dalam Proyek Pembangunan XXX XXX
Investast Nonpermanen Lainnya XXX XXX
Jumlzh Investasi Nonpermanen XxX XX
Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XX XXX
Investasi Permanen Lainnya XXX XX
L Jumlah Investasi Permanen XX XXX
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ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

DANA CADANGAN
Dana Cadangan

Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain

Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan
Utang Dalam Negeri - Obligasi
Premium (Diskonto) Obligasi
Utang Jangka Panjang Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas

Jumlah Ekuitas

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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b. Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

| (Datam Rupiah)
Anggaran | Realisasi Realisasi
URALAY 20X1 l aoxt | ™| 20x
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah X X XXX X
Pendapatan Retribust Daerah xx feed XXX o
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX xx XX X
Lain-lain PAD yang sah XX XX X X
Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX XXX XX XXX
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hastl Pajak X XXX xx XXx
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam X XX X XXX
Dana Alokasi Unum X XXX XXX X
Dana Alokasi Khusus XX oK bV XX
Jumiah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan XXX .44 xxx XxX
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Otonomi Khusus peed XXX XXX X
Dana Penyesuaian XXX XX X XXX
Jumiah Peadapatan Transfer Lainnya XXX XXX XXt XXX
TRANSFER PEMERINTAH PROVINS!
Pendapatan Bagi Hasil Pajak XXX XXX X XXX
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya X b4 44 XX XX
| Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi xxx XEX xxx xxx
Jumlah Pendapatan Transfer XXX xxx XXX XXX
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah X% X X X
Pendapatan Dana Darurat X XX pesd X
Pendapatan Lainnya XX X o prod
Jumlsh Lajn-laiz Pendapatan yang Sah XXX XXX XXX XXX
JUMLAH PENDAPATAN XXX X2X XER XXX
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawat XX X XX XXX
Belanja Barang X X b5 XX
Belanja Bunga X bt X% XX
Belanja Subsidi X X X XX
Belanja Hibah XX X X XXX
Belanja Bantuan Sosial X XX | X
Jumlah Belanja Operasi XXX XXX [ XXX | XXX
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BELANJA MODAL
Belanja Peralatan dan Mesin X XXX X
Belanja Gedung dan Bangunan o xXX X0
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan X X X
Belanja Aset Tetap Lainnya ox e X
Belanja Aset Lainnya X 0 pot
Jumlah Belillja Modal EXK XX XXX
BELANJA TAK TERDUGA
| Belanja Tak Terduga - S
Jumlsh Belanja Tak Terduga XXX XEX REX
JUMLAH BELANJA XXX XK XXX
TRANSFER
‘TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA
Bagi Hasil Pajak AKX XK e
Bagi Hasil Retribusi b X XXX
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya X X bvsd
Jumlah Tranfer Bagi Hasil Ke Desa XXX XK XXE
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya X prtd XX
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya X X xxx
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan XXX XK XXX
JUMLAH TRANSFER HXE XXX XXX
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER XXX XXX XXX
SURPLUS/DEFISIT XRX XXX X
PEMBIAYAAN
FENERIM AA PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA bévd Hx ANK
Pencairan Dana Cadangan X xRy o
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX o oix
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX o XXX
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya o 00 XAX
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank X b+ X0
Pinjaman Dalam Negeni - Lembaga Keuangan Bukan Bank X0 XXX 0
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi e d xo o
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX poed et
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0 XX X0
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah o o34 o
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya xX XXX 0
Jumlah Penerimaan XXX XXX xXx
PENGELUARAN PEMBIAYAAN bs 0 XXX X%
Pembentukan Dang Cadangan X o XXX
Penyertaan Moda/ Investast Pemerintah Dacrah XXX pros XX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat X Xix b
Pembayaran Pokek Pinjaman Dalam Neger: - Pemerintah Daerah Lainnya o XXX X
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank vt X o
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank X X XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi o X X
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya X e Xxx
Pemberian Pinjaman ke pada Perusahaan Negara XXX xx XX
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 30X id xxx
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya b s X bv'ed
Jumlah Pengeluaran XRX XRR KX
PEMBIAYAAN NETO XXX ERX REX
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN RXX XXK XXX




c. Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN LAM ONGAN

LAPORAN OPERASIORAL
UNTUK TARUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

20

{Dalam rupiah)

URAIAN

20x1

20X0

Kenalkan/
Pennrunan

(%]

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Dacrah
Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah

Jumiah Pendapatan Asl Daerah

g8 8§ B §

HIEEEE

gi8 B &8

B E & &

PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBAKGAN

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimhangan

RIEEEEE

HEEEHEZ

Higd 2 HEEH

REEEEH

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Qtonomi Khusus
Dana Penyesuaian

Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya

HIE B

g8 B

B8 B

HiE E

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi

Jumlah Pendapatan Transfer

HiB|E B

B |8 8

gIlH|E 8

HIAE 8

LAN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan Hibah
Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain-lain Pendapatan yangsah

JUMLAH PENDAPATAN

AENERE

AERENE

8B H

EIBEH

BEBAN
BEBAN OPERASI

Beban Pegawai

Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga

Beban Subsidi

Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial
Behan Penyusutan
Beban Lain-lain

—

Jumlak Beban Operasi

BIEEHEHEEZ

BIEEEEHEES

RiEBEEHEHEHBEH

BIEEBEEBEHEREH
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BEBAN TRANSFER
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Beban Transfer Keuangan Lainnya

Jumlah Beban Transfer

JUMLAH BEBAN

%
L SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

HEE|IEEEEE

HEE|IE EEEE

dIEE|E E B HE

HIEBEEEEHZ

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS KON OPERASIONAL
Surplus Penjualan Aset Non Lancar
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surptus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surptus Non Operasional

HiEEH

H(E E 8

g8 & &

BIE B &

DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan Aset Noniancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Defisit Non Operasional

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NOX OPERASIONAL

HIE EEH

HlEEEH

B8 8§ B 8

HIE 8 B H

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

B

:

g

H

|POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa

Jumlah Pendapatan Luar Biasa

g |8

8|8

HIH

BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa

Jumlsh Beban Luar Biasa

POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT-LO |

AERERE

AERERE

RENAE

|  Rxx




d. Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

22

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN 20X1 20Xc
EKUITAS AWAL XXX XXX
SURPLUS/DEFISIT-LO KX XXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR;
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX XXX
SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX XXX
LAIN-LAIN XXX XXX
[EKUITAS AKHIR XXX | XXX
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
URAIAN 20X1 | 20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal XXX XXX
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun| (XXX) | {XXX)
Subtotal XXX XXX
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIiKPA) | XXX XXX
Subtotal XXX XXX
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya XXX XXX
Lain-lain XXX XXX
Saldo Anggaran Lebih Akhir X XX
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f. Laporan Arus Kas

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

8 dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas
Penerimaan Pajak Daerah XXX XXX
Penerimaan Retribusi Daerah XXX | XXX
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX | XXX
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah XXX | XXX
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak XXX | XXX
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX | XXX
Penerimaan Dana Alokasi Umnum XXX | XXX
Penerimaan Dana Alokasi Khusus XXX | XXX
Penerimaan Dana Otenomi Khusus XXX | XXX
Penerimaan Dana Penyesuaian XXX | XXX
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak XXX | XXX
Penerimaan Bagi Hasil Lainya XXX | XXX
Penerimaan Hibah XXX | XXX
Penerimaan Dana Darurat XXX | XXX
Penerimaan Lainnya XXX | XXX
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa XXX | XXX
Jumlah Arus Masuk Kas XXX | XXx

Arus Keluar Kas
Pembayaran Pegawai XXX | XXX
Pembayaran Barang XXX | XXX
Pembayaran Bunga XXX | XXX
Pembayaran Subsidi XXX | XXX
Pembayaran Hibah XXX | XXX
Pembayaran Bantuan Sosial XXX | XXX
Pembayaran Tak Terduga XXX | XXX
Pembayaran Bagi Hasil Pajak XXX | XXX
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi XXX | XXX
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya XXX | XXX
Pembayaran Kejadian Luar Biasa XXX | XXX
Jumlah Arus Keluar Kas X | XX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi XY | XXX

Arus Kag dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas
Pencairan Dana Cadangan XXX | XXX
Penjualan atas Tanah XXX | XXX
Penjualan atas Peralatan dan Mesin XXX | XXX
Penjualan atas Gedung dan Bangunan XXX | XXX
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan X0 | XXX
Penjualan Aset Tetap Lainnya XXX | XXX
Penjualan Aset Lainnya XXX | XX
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX | XXX
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen XXX | XXX
Jumlah Arus Masuk Kas XX | XXX




Arus Keluar Kas
Pembentukan Dana Cadangan
Perolehan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan Bangunan
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Perolehan Aset Tetap Lainnya
Perolehan Aset Lainnya
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen

Jumiah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Arus Masuk Kas

Arus Keluar Kas
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Jumlah Arus Masuk Kas

Arus Keluar Kas
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Kenaikan/Penurunan Kas

Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Akhir Kas
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g. Catatan atas Laporan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

PENDAHULUAN
Bab I FPendahuluan
1,1{Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
1,2)|Landasan hukum penyusunan laperan keuangan pemerintah daerah
1,3|Sistematika penulisan catatan atas laparan keuangan pemerintah daerah
Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
2.1|Ekonomi makro
[ 2,2 |Kebijakan keuangan
2,3 |Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
3,1|Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
3.2|Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV |Kebijakan akuntansi
4,1|Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
4,2 |Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Japoran keuangan pemerintah
daerah
4,3 |Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah
4,4|Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
pada pemerintah daerah
BabV Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
5,1 |Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
5.1.1 Pendapatan - LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Transfer
5.1.4 Pembiayaan
5.1.5 Pendapatan - LO
5.1.6 Beban
51.7 Aset
5.1.8 Kewajiban
5.1.9 Ekuitas Dana
5.2|Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang
menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.
Bab VI |Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
Bab VII [Penutup
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B. Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata

didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal
ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1.

o w

Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas
transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa
dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai
aset non moneter bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset
tersebut (lebih besar/lebih kecil) karena pemakatan atau pun
pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai perolehan
aset dibandingkan pada periode sebelumnya.

. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak

pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak
tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata darl
laporan keuangan saja.

Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.

. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya

apabila terdapat beberapa kemungkinan yvang tidak pasti mengenai
penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan
pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.

Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai
dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk
hukumnya (formalitas).

. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi vang dapat digunakan,

sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya
ekonomi antar instansi pemerintah daerah
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BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT AKUN

A. Kas dan Setara Kas
1. Definisi

Kas Pemerintah Daerah adalah uang tunai dan saldo
stmpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari Kas di Kas
Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara
Pengeluaran,Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Kas
Dana Kapitasi. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan
sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang
setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan
pembayaran. Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yaitu
investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan
menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu
3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai,
dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah.Kas
pemerintah daerah tersebut terdirn dari:

a. Saldo rekening kas daerah, yaitu setiap saldo rekening pada bank
yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran
pemerintah daerah;

b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN} dan
Deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara
umum daerah;

c. Uang tunai di bendahara umum daerah.

Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung
jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

b. Kas di Bendahara Penerimaan.

c. Kas di BLUD

d. Kas Dana Kapitasi

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi
tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal
dari sisa uang muka kerja (UP/GU/TU)} yang belum disetor ke kas
daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran
mencakup seluruh saldo rekening di bank dan saldo uang tunai di
Bendahara Pengeluaran meliputi, uang logam, uang kertas, dan
lain-lain kas, yang termasuk di dalamnya adalah kas yang berasal
dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik
itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di
bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya
berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara
penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo
yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara
penerimaan dari setoran para wajib pajak yang belum disetorkan ke
kas daerah. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan
dalam neraca pemerintah daerah harus mencerminkan kas yang
sebenarnya sesuai pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam
valuta asing maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs
tengah bank sentral pada tanggal neraca. Meskipun dalam
ketentuannya para bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh
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penerimaan dalam waktu 24 {dua puluh empat) jam, namun tidak
tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum
disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening
di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung
jawab bendahara BLUD. yang sumbernya berasal dari pelaksanaan
fungsi BLUD.

Kas Dana Kapitasi mencakup seluruh kas, baik itu saldo
rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah
tanggung jawab Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional dana
Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang sumbernya
berasal dari pemerintah pusat.

. Pengakuan

Kas diakui saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas yaitu
ketika kas diterima oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah
dan pada saat dikeluarkan oleh Bendahara/Rekening Kas Umum
Daerah., Selain itu jugaketika penguasaan dan/atau kepemilikan
telah beralih kepada pemerintah. Kas dijurnal di posisi debit jika
bertambah dan di posisi kredit jika berkurang.

. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai
rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi
menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada
tanggal neraca.

. Pengungkapan

Penyajian kas dan setara kas di neraca dan laporan arus kas harus
menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan
menunjukkan asal usul kas.
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Berikut adalah cotoh penyajian kas dalam neraca(ada kas dana
kapitasi di bawah kas di BLUD)

I
Uraian 20X1 20X0
ASET
ASET LANCAR
as di Ras pacr X

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
Kas di BLUD XXX XXX
Kas Dana Kapitasi
TNVESLAS] D AllgKa Fender XXX XXX
Piutang Pajak XXX bio o d
Piutang Retribusi XKX XXX
Penyisihan Piutang XXX XXX

Selanjutnya informasi terkait pengungkapan kas dan setara kas

dijelaskan, diperinci dan diberikan analisa dalam CaLK. Beberapa

hal yang perlu diungkapkan dalam CalLK antara lain:

a. Penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang
dimiliki dan dikuasai pemerintah,;

b. Pengungkapan informasi penting lainnya terutama yang
mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan. |

B. Piutang
1. Definisi
PSAP Nomor 1 menjelaskan bahwa piutang adalah jumlah
uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak
Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang pemerintah daerah
diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:
a. Piutang Jangka Pendek
Piutang jangka pendek merupakan jenis piutang yang
diharapkan diterima Pemerintah Daerah dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
b. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang merupakan jenis piutang yang
diharapkan pengembaliannya lebih dari 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal pelaporan.
Sedangkan dilihat dari penyebabnya ada beberapa jenis piutang
Pemerintah Daerah, berikut adalah penjelasannya:
1} Piutang karena Pendapatan
Piutang Pemerintah Daerah karena pendapatan adalah hak
Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai
akibat pemerintah telah memberikan jasa atau produk atau
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Contoh piutang ini adalah piutang pendapatan
asli daerah Kabupaten Lamongan (misalnya piutang pajak
daerah, piutang retribusi daerah), piutang dana perimbangan
(misalnya ptutang dana alokasi umum, piutang dana alokasi
khusus}, piutang lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi
penerimaan kas atas piutang ini dianggarkan pada bagian




30

pendapatan (bukan penerimaan pembiayaan) dalam APBD
Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran berjalan.

2) Piutang karena Pemberian Pinjaman
Piutang Pemerintah Daerah karena pemberian pinjaman
adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak lain kepada
Pemerintah Kabupaten Lamongan karena pemerintah daerah
telah memberikan pinjaman kepada pihak tersebut. Contoh
piutang ini adalah piutang kepada BUMD karena BUMD
meminjam sejumlah uang kepada Pemerintah Kabupaten
Lamongan. Rencana realisasi penerimaan kas atas piutang ini
dianggarkan pada bagian penerimaan pembiayaan (bukan
pendapatan) dalam APBD Kabupaten Lamongan. Dengan
demikian, jika piutang ini direalisasikan akan diakui sebagai
penerimaan pembiayaan (bukan pendapatan).

3) Piutang karena Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan
Ganti Rugi
Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah suatu perhitungan
terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat
kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang
bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. Kekurangan
Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas
dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan
Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di
dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah suatu tuntutan terhadap
pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara,
dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan
oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan
kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana mestinya schingga baik secara langsung
ataupun tidak langsung Pemerintah Daerah menderita
kerugian. Kerugian Pemerintah Daerah adalah berkurangnya
kekayaan pemerintah yang disebabkan oleh suatu tindakan
melanggar hukum atau kelalaian bendahara atau pegawai
bukan bendaharawan dan/atau disebabkan suatu keadaan di
luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).
Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang
mengakibatkan kerugian pemerintah daerah dapat diketahui
dari berbagai sumber, antara lain hasil pemeriksaan aparat
pengawas fungsional, hasil pengawasan melekat yang
dilakukan oleh atasan langsung, hasil verifikasi pejabat yang
diberikan kewenangan melakukan verifikasi, dan informasi
dari media massa dan media elektronik.

4} Piutang lainnya
Piutang lainnya adalah piutang yang terjadi selain dari
pendapatan, pinjaman dan TP/TGR.

2. Pengakuan
Piutang diakui pada saat timbulnya hak Pemerintah Daerah
yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat adanya tunggakan
pungutan pendapatan, transfer antar pemerintah daerah, perikatan,
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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Untuk dapat diakui sebagai piutang setidaknya ada dua
dokumen yang harus dipenuhi yaitu:
Telah diterbitkan surat ketetapan,;

a. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan
penagihan;

b. Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara oleh
suatu instansi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat
pada satuan kerja yang bersangkutan, dengan pengertian tidak
terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut.

3. Pengukuran
Piutang Pemerintah Daerah secara umum dicatat sebesar

nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.

a. Piutang Pajak
Piutang pajak dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang
pembayarannya belum diterima. Dalam penyusunan neraca,
surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima
dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar nilai nominal yaitu sebesar
nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi beserta dengan
sangsi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
Informasi mengenai saldo piutang pajak dapat diperoleh dari
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan atau unit yang
menerbitkan surat ketetapan pajak.

b. Piutang Retribusi
Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah karena pemberian
ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Jenis retribusi
daerah berdasarkan objeknya terdiri dari:
1} Jasa Umum,;
2) Jasa Usaha; dan
3} Perizinan Tertentu
Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan
keunangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi
oleh wajib bayar retribusi.
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal
laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi,
maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar
nilai yang tercantum dalam STRD.

c. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD
Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD merupakan reklasifikasi
piutang Pinjaman kepada BUMD yang jatuh tempo dalam tahun
berikutnya. Bagian lancar Pinjaman kepada BUMD dicatat
sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang jatuh
tempo tahun berikutnya.

d. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan
reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke
dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya
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tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun
berjalan.

e. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke
dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang
yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan
Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah
Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu
tahun.
Untuk mendapatkan saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi,
pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari
Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

f. Piutang Lainnya
Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi
yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Piutang Pajak,
Piutang Retribusi,Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/
BUMD, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian
Lancar Tuntutan Perbendaharaan, dan Bagian Lancar Tuntutan
Ganti Rugi. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu
sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
Informasi mengenai Piutang Lainnya dapat diperoleh darl
seluruh satuan kerja yang berhubungan.

Penyisihan Piutang Tak Te ih
Tidak semuge-piutang at direalisasikan karena belum

tentu semua wajilf bayardapat mehunasi kewajibannya. Oleh karena
itu, pemerintah d w-miengantisipasi kemungkinan tidak
tertagihnya piutang dengan membuat penyisihan atas piutang tidak
tertagih.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama
dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat
direalisasikan, maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya)
yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari
akun piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak
tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak
tertagih (the allowance method). Metode ini mengestimasi besarnya
piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat
dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang
tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Beban yang
timbul atas pembentukan penyisthan piutang tidak tertagih tersebut
pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan
tidak tertagih dan disajikan pada LO.

Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah
piutang pada neraca menjadi sebesar nilal bersih yang dapat
direalisasikan (net realizable value). Penyisihan piutang tidak
tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang. Berikut
adalah klasifikasi piutang berdasarkan umur jatuh temponya:
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Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang
didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

1 Plutang ....
2 Piutang ...
3 dst

Penghapusan Piutang Daerah

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak
dari pembukuan Pemerintah Kabupaten Lamongan, kecualt
mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur
tersendiri dalam Undang-Undang. Pengapusan piutang dibedakan
menjadi dua yaitu:

a. Penghapusan Secara Bersyarat

Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan

piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa

menghapuskan hak tagih daerah dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Penghapusan Secara Mutlak

Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan

hak tagih daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan yang berlaku. penghapusan
secara bersyarat dan secara mutlak sepanjang menyangkut
piutang daerah ditetapkan oleh:

1} Bupati untuk jumlah sampat dengan Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah)

2} Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiahj}.

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat dan secara
mutlak diusulkan oleh PPKD yang berpiutang kepada Bupati
setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi
wilayah kerja Bupati yang bersangkutan.

Penghapusan piutang pada BLUD mengacu kepada peraturan dan
perundang-undangan yang mengatur tentang BLUD.
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4. Pengungkapan
Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut

jenis-jenis piutang. Penyajian piutang dalam mata uang asing pada

neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal

pelaporan. Selisih pos piutang dalam mata uang asing antara
tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau
penurunan ekuitas periode berjalan.

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam
neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Pengungkapan
ptutang di CaLK setidaknya memuat beberapa informasi dibawah
ini:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian,

pengakuan, dan pengukuran piutang;

Rincian jenis-jents, dan saldo menurut kualitas piutang;

Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;

Penjelasan atas penyelesaian piutang,

Barang jaminan atau barang sitaan, bila ada;

Informasi tentang Piutang Pajak yang masih dalam upaya hukum

(sengketa) oleh Wajib Pajak, bila ada;

g. Penjelasan atas penyelesaian piutang (tindakan penagihan),
khususnya untuk Wajib Pajak dengan piutang pajak yang
signifikan dan material

Berikut penyajian piutang dalam neraca adalah sebagai
berikut:

mo o0 g

Uraian 20X1 20X0

ASET
ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penernmaan

g8 & &

Kas di BLUD
Kas Dana Kapitasi
Investasi Jangka Pendek

1F:1:4
Piutang Retribuai
Penyisihan Piutang
Belanja Dibayar Dimuka
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugl
Piutang Lainnya
Persediaan

EEEREREERERRQS
EEEREEEENERERE BIEER

Jumlah Azset Lancar
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C. Investasi
1. Definisi

Investasi, adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat
sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah
daerah terbagi menjadi dua yaitu:
a. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera

dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas)

bulan atau kurang. Karakteristik investasi jangka pendek adalah:

1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas;

3) Berisiko rendah.

Investasi jangka pendek, terdiri dari:

1) Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan
dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving
deposits);

2) Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan
Sertifikat Bank Indonesia {SBI) oleh pemerintah pusat.

b. Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan

untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi

dibagi menjadi dua:

1} Investasi Permanen
Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya
investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus
tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik
kembali, Investasi permanen meliputi:

a} Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan
negara/daerah/internasional dan badan lainnya.

b) Investasi permanen lainnya yvang dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Lamongan untuk menghasilkan pendapatan
atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

2} Investasi Nonpermanen
Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan,
artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari
12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus
menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau
menarik kembali. Investasi nonpermanen meliputi;

a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh
temponya oleh PemerintahKabupaten Lamongan;

b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat
dialihkan kepada pihak ketiga;

¢) Dana yang disisihkan Pemerintah Kabupaten Lamongan
dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan
modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;

d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak
dimaksudkan  untuk  dimiliki  pemerintah  secara
berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang
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dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan
perckonomian.

2. Pengakuan

Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi
salah satu kriteria:

a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa
pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi
tersebut dapat diperoleh pemerintah.

b. Nilal perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadal (reliable).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui
sebagai pengeluaran kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan
sebagal belanja atau pun pengeluaran pembiayaan dalam LRA.
Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek
terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka
selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan
sebagai keuntungan atau kerugian pada LO Pemerintah Daerah.

Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan
(setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari harga
perolehan, dan kerugian diakui pada saat harga pelepasan/
penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari
harga perolehan.

Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka
panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan
penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang
diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA. Apabila pada saat
pelepasan/penjualan investasi terjadi perbedaan antara hasil
pelepasan investasi dengan nilal tercatatnya maka perbedaan
tersebut  harus  dibebankan  atau  dikreditkan  kepada
keuntungan/kerugian pelepasan investasi yang disajikan dalam LO.

Hasil investasi seperti dividen tunai (cash dividend) dan
bunga diakui sebagal pendapatan, baik pada LRA maupun LO.
Sedangkan hasil investasi berupa dividen saham (stock dividend),
maka bentuk pengakuannya adalah:

a. Apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode biaya,
maka deviden saham diakui sebagai pendapatan LO, namun
tidak diakui sebagai pendapatan LRA.

b. Apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode
ekuitas, maka deviden saham tidak diakui sebagai pendapatan
baik pada LRA maupun LO.

3. Pengukuran
Pengukuran untuk investasi jangka pendek adalah sebagai
berikut:

a. Beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat
membentuk nilai pasar.Untukjenis investasi yang seperti ini,
nilai pasar dipergunakan sebagal dasar penerapan nilai wajar.
Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif
dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar
lainnya.

b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya
saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya
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perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi

investasi itu sendiri ditambah dengan komisi perantara jual beli,

jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka
perolehan investast tersebut.

¢. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga dipercleh tanpa
biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilal wajar
investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan
nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh
investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang
diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai
berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.

d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya
dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai
nominal deposito tersebut.

e. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada
neraca dalam mata uang rupiah sebesar kurs tengah bank
sentral pada tanggal pelaporan.

Sedangkan pengukuran untuk investasl jangka panjang
terdapat tiga metode yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
Adapun ketiga metode itu adalah:

a. Metode biaya
Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat
nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

Metode biaya diterapkan untuk:

1) Investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah
kurang dari 20% (dua puluh persen). Penghasilan atas
investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima
dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan
usaha/hukum yang terkait. Pada metode ini, bagian laba
berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Daerah
dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen
dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi
pemerintah.

2} Investasi nonpermanen dalam bentuk obligasi atau surat
utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan
untuk dimiliki berkelanjutan.,

3) Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di
proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah, seperti
Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Biaya perolehan yang
dimaksud adalah biaya pembangunan termasuk biaya yang
dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang
dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek
tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

b. Metode ekuitas
Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat
nilai investasi awal berdasarkan biaya perolehan. Biaya
perolehan dimaksud meliputi harga transaksi investasl itu
sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan
investasi tersebut.

1) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan investasi
Pemerintah Daerah 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima
puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh
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persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, dan berlaku
juga pada kepemilikan lebih dart 50% (lima puluh persen}.

2) Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah
atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah
setelah tanggal perolehan. Pemerintah Daerah mengakut
adanya kenaikan/penurunan nilai investasi sehubungan
dengan adanya laba/rugi perusahaan secara proporsional
sesuai  dengan  prosentase  kepemilikan  sahamnya.
Penerimaan dividen saham dicatat sebagai pendapatan.

3) Laba berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Daerah
dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi
nilai investasi pemerintah. Sedangkan untuk dividen dalam
bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi nilai
investasi pemerintah.

4) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk
mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah,
misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh
valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih vyang direalisasikan digunakan jika
kepemilikan investasi Pemerintah Daerah bersifat nonpermanen.
Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan
dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Apabila investasi
jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka
nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar
biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga
perolehannya tidak ada.
Pengukuran investasi nonpermanen di neraca berdasarkan nilai
yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan
nilai investasi nonpermanen diragukan tertagih/direalisasikan
dari nilai awal investasi yang dicatat sebesar harga
perolehan.Investasi nonpermanen dapat dihapuskan jika
investasi tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/
direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang
berlaku.
Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan
dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah
bank sentral} yang berlaku pada tanggal transaksi dan pada
neraca dinyatakan pada tanggal pelaporan. Selisih yang
dihasilkan antara tanggal perolehan investasi dan pelaporan
disajikan sebagai selisih kurs pada neraca.

4. Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di
neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui
sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Transaksi
pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat
sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUD,
dan tidak dilaporkan dalam LRA. Keuntungan atau kerugian saat
pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam LO dan sebagai
penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada LAK, investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian
tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas
selisth harga penjualan/pelepasan dan harga perolehan atas
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investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap
Kas.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan
keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka
pendek, antara lain:

a. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah untuk penentuan nilai

investasi jangka pendek;

Jenis-jenis investasi;

Perubahan harga pasar;

Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab

penurunan tersebut;

¢. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan
penerapannya; dan

f. Perubahan pos investasi.

Sedangkan untuk investasi jangka panjang disajikan pada
neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat nonpermanen maupun
yang bersifat permanen. Investasi nonpermanen yang diragukan
tertagih/terealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka
panjang nonpermanen. Investasi nonpermanen yang akan jatuh
tempo dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi
nonpermanen pada aset lancar.Hasil dari investasi, seperti bunga
dan dividen, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan
LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang disajikan
sebagai piutang pada neraca.

Selain itu, hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan
keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi
pemerintah, antara lain:

a. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah untuk penentuan nilai
investasi.

b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen.

c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun
investasi jangka panjang.

d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab
penurunan tersebut.

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan
penerapannya.

f. Perubahan pos investasi.

g. Penjelasan perhitungan penyisihan atas investasi non permanen;

a oo
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D. Persediaan
1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang
berupa:

a.

b.

Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam

rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Bahan atau perlengkapan (supplies) vang digunakan dalam

proses produksi.

Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual

atau diserahkan kepada masyarakat.

Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.
Adapun beberapa jenis persediaan, yaitu:

Persediaan berdasarkan sifat pemakainnya terdiri dari:

1} Barang habis pakai

2) Barang tak habis pakai

3) Barang bekas dipakai

Persediaan berdasarkan bentuk dan jenisnya, terdiri dari:

1) Barang konsumsi;

2) Amunisi;

3) Bahan untuk pemeliharaan;

4) Suku cadang;

5} Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;

6} Pita cukai dan leges;

7) Bahan baku;

8) Barang dalam proses/setengah jadi;

9) Semua pengadaan barang yang akan diserahkan pada
masyarakat baik berupa Bangunan, Peralatan dan Mesin,
Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

2. Pengakuan

a.

Persediaan diakui pada saat:
Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat
diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang
persediaan sehingga dapat dapat diverifikasi dan bersifat netral.
Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai
pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau
Berita Acara Serah Terima (BAST).
Persediaan dicatat menggunakan metode periodik, yaitu
pencatatan  persediaan dilakukan setiap akhir tahun
berdasarkan sisa persediaan dalam hasil inventarisasi secara
fisik {stock opname)Pencatatan bharang persediaan dilakukan
berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk
masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang
dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan
pengendalian pencatatan. Khusus untuk Persedian Farmasi dan
obat-obatan menggunakan metode perpetual.
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Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan
dengan hasil inventarisasi secara fisik (stock opname}.
Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai,
baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan
maupun persediaan yang berada di unit pengguna.Persediaan
dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca,
tetapi diungkapkan dalam CalLK.

3. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan hanya meliputi harga pembelian.

b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait
dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung
yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran
yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan
anggaran.

c. Nilal wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi
atau rampas

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan
dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar
persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban
antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi
wajar.Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada
masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta
biaya langsung yang dapat dibebankan pada perclehan persediaan
tersebut.

Akuntansi Persediaan, persediaan dapat dinilai dengan
menggunakan metode FIFO (barang yang masuk terlebih dahulu
dianggap yang pertama kali keluar) maka saldo persediaan dihitung
berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir. Untuk unit
persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis
maka saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perclehan
terakhir,

Untuk  kebutuhan  konsolidasi pelaporan keuangan
pemerintah pusat, dari ketiga metode tersebut, digunakan metode
FIFO dalam pencatatan barang persediaan pada entitas akuntansi
dan pelaporan di lingkungan pemerintah pusat. Khusus dalam
penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban
Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods).

4. Pengungkapan
Persediaan disajikan di neraca pada bagian asset lancar.
Persediaan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
berupa:
a. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang digunakan dalam
pengukuran persediaan
b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau
perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat,
barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses
produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses
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produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan

kepada masyarakat;
c. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil

inventarisasi fisik; dan
d. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau

usang.

Penyajian persediaan dalam neraca lebih jelas adalah sebagai
berikut:
PEMERINTAH KABUPATEN LAM ONGAN
NERACA
PER 31 DESEMEBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)

Uraian 20X1 20X0
ASET
ASET LANCAR
Kas di Kas Dazrah XXX XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran xHK XXX
Kas di Bendahara Penerimaan KX XXX
Kas di BLUD XXX KAX
Kaz Dana Kapitasi

Investasi Jangka Pendek XXX XXX
Piutang Pajak XX XXX
Piutang Retribuai XXX XXX
Penyisihan Piutang XXX XXX
Belanja Dibayar Dimuka EX KKK
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara XK 49
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat XXX XX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi XK XXX
Piutang Lainnya XXX XXX

| pib sisd |
Jumlah Aset Lancar ARX AR
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E. Aset Tetap
1. Definisi
Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau

mempunyal maksud untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah
Tanah dimaksud sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin yang termasuk aset tetap mencakup mesin-
mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor,
dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi
batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya
lebih dari 12 {(dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, Ingasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi dan jaringan yang termasuk aset tetap adalah
jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah
Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai dan dalam kondisi siap
dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut, selain digunakan
dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat
umum. Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh
masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah
nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi atau jaringan
dimaksud.

e. Aset Tetap Lainnya;
Aset Tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang
diperoleh dan dimanfaatkan wuntuk kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) mencakup Aset Tetap yang
sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal
pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya.

2, Pengakuan
Aset Tetap diakui pada saat:
a. Manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh;
b. Terjadi perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara
hukum;
c. Nilainya dapat diukur secara handal.
Aset diakui sebagai Aset Tetap jika memenuhi kriteria
sebagai berikut:
Berwujud;
Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal,
Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan serta
tidak untuk dijual;

fo o
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e. Biaya perclehan aset sama dengan atau melebihi batasan
minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan; dan
Batasan minimal kapitalisasi aset tetap Pemerintah Daerah
ditetapkan seperti pada tabel berikut:

No Uraian Jumlah
1 | Peralatan dan Mesin
a. Alat-besar 3.000.000,00
b. Alat-alat angkutan 1.000.000,00
c. Alat-alat bengkel dan alat ukur 250.000,00
d. Alat-alat pertanian/perternakan 250.000,00
e. Alat-alat kantor dan rumah 500.000,00
tangga

f. Alat-alat studio dan komunikasi 250.000,00
g. Alat-alat kedokteran 250.000,00
h. Alat-alat laboratorium 500.000,00
1. Alat-alat keamanan 250.000,00

2 | Gedung dan Bangunan
a. Bangunan gedung 30.000.000,00
b. Bangunan monumen 500.000,00

3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan
a. Bangunan Air 20.000.000,00
b. Instalasi 1.000.000,00

4 | Aset Tetap Lainnya
a. Hewan Ternak dan Tumbuhan 1.000.000,00

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya,
antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan serta
penghentian dan pelepasan.

a. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai
dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan.

b. Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset
Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat,
peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi
dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.

c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap
dikarenakan berkurangnya volume/nilai Aset Tetap tersebut atau
dikarenakan penyusutan.

d. Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian
dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset
tetap.

. Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan
merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih
harus dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang
masih harus diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat
perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam
kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau
tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada
nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset
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atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar
digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari
donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai
perolehannya.

Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian,
contohnya beli tiga gratis satu. Atas aset hasil dari bonus tersebut
biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal
perolehannya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Aset
Tetap adalah sebagai berikut.

a. Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga
belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap
biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa
aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat
bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.Apabila terdapat
potongan harga (diskon} dan rabat, maka harus dikurangkan
dari harga pembelian.

Contoh biaya yang secara langsung dapat
dihubungkan /diatribusikan secara langsung dengan aset adalah
sebagai berikut:

1) biaya persiapan tempat;

2) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan
bongkar muat (handling cost);

3) biaya pemasangan (installation cost);

4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;

3) biaya konstruksi;

6) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah
berfungsi dengan benar (testing cost); dan

7) biaya kepanitiaan.

8) biaya Feasibility Study (FS) dan Detail Engeneering Design

(DED)

9) dst

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang
diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan
harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar
masing-masing aset yang bersangkutan,

Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola,
biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja,
bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya
perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa
peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan
dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan
Pemerintah Daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum
kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah
nilai satuan minimum kapitalisasi maka aset tersebut tidak
dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun tetap
diungkapkan dalam CaLK dan Catatan atas Laporan Barang
Milik Daerah Pemerintah Daerah.
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Sedangkan dalam hal Aset Tetap berupa tanah, jalan,
irigasi dan jaringan tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi,
Jadi berapapun nilainya akan dikapitalisasi.

. Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam
bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar
kinerja, harus ditambahkan pada mnilai tercatat aset yang
bersangkutan. Istilah untuk menyebutkan penambahan tersebut
adalah kapitalisasi.

Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Akuntansi ini
menetapkan batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi
(capitalization thresholds) dan bersifat seragam untuk seluruh
entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah
Daerah. Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi
(capitalization thresholds) tersebut diterapkan secara konsisten
dan akan diungkapkan dalam CalLK.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap
hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1) Pengeluaran tersebut menambah efisiensi;

2) Pengeluaran tersebut memperpanjang umur aset

3) Pengeluaran tersebut menignkatkan kapasitas, kualitas dan
volume aset;

4} Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas atau mutu
produksi;

5} Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai
kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya.

Terkait dengan penambahan masa manfaat aset tetap
akibat pengeluaran setelah tanggal perolehan selengkapnya
dapat di lihat pada BAB VI lampiran Peraturan Bupati ini.

Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal
(selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui
sebagai beban pengeluaran (expenses] pada periode dimana
beban pengeluaran tersebut terjadi.

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau
pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau
mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset
dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan
secbagal beban pada saat dikeluarkan/terjadi.

. Pemeliharaan
Suatu pengeluaran pemeliharaan akan diperlakukan

sebagal belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika
memenuhi kriteria di bawah ini:
1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

- Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

- Bertambah masa manfaat, dan/atau

- Bertambah volume, dan/atau

- Bertambah kapasitas produksinya, dan
2) Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharran tersebut

melebihi batasan minimal jumlah biaya yang telah ditetapkan
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oleh Pemerintah Daerah. Batas minimal nilai kapitalisasi
biaya pemeliharaan adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga
puluh juta ruptah).

- Sedangkan jika biaya pemeliharan yang dikeluarkan tidak
memenuhi kedua kriteria di atas maka biaya pemeliharan diakui
sebagai beban pemerintah daerah dan tidak mempengaruhi nilai
aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan gedung dan bangunan
memenuhi kriteri nomor 1 namun biaya pemeliharaan tersebut
tidak melebihi batas minimal biaya pemeliharaan yang
ditentukan oleh Pemerintah Daerah, maka atas biaya tersebut
pemerintah mengakuinya sebagai beban begitupun sebaliknya.

. Pertukaran

Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset
atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar
yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan
nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas
atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas
suatu aset yang serupa, memiliki masa manfaat dan nilai wajar
yang serupa dicatat sebesar nilai tercatat aset tersebut dan tidak
ada keuntungan dan kerugian yang diakui atas transaksi
tersebut. Hal ini juga berlaku untuk keadaan dimana suatu aset
dilepas dan ditukar dengan kepemilikan aset yang serupa.

Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang
sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat
indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut
masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam
kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan
yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan
disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk
perbaikan aset tersebut.

Aset Tetap hasil pertukaran bisa diakui apabila
kepenguasaan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset
hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal.

. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai
suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)
selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan
untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai
tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam
laporan operasional. Seluruh Aset Tetap kecuali tanah dan
konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan
karakteristik aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku
perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik,
melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya
tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam
menentukan umur manfaat suatu Aset Tetap, yaitu:
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1) Ekspektasi pemakaian aset oleh entitas. Pengukuran
pemakaian mengikuti ekspektasi kapasitas aset atau output
fisik yang dihasilkan;

2) Ekspektasi tingkat keausan atau kerusakan aset tergantung
pada faktor-faktor operasional seperti jumlah pemakaian dan
program perbaikan dan pemeliharaan yang diadakan, dan
perawatan dan perbaikan aset ketika tidak dipakai (idle);

3) Keausan teknis yang diakibatkan oleh perubahan atau
kenaikan produksi atau dari perubahan permintaan pasar
atas produk atau output servis dari suatu aset;

4} Ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas
pemakaian aset, seperti tanggal kadaluarsa.

Besaran aset yang dapat didepresiasikan ditentukan
setelah mengurangi nilai sisa (residual value} aset tersebut.
Ketika nilai sisa Aset Tetap diperkirakan signifikan, estimasi nilai
sisa tersebut dapat ditetapkan pada tanggal perolehan dan tidak
mengalami kenaikan karena adanya perubahan nilai pada
periode/tahun-tahun sesudahnya. Nilai residu untuk aset tetap
yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah O (nol)

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku
semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama
kali, didasarkan pada mnilai buku akhir tahun pembukuan
sebelum diberlakukannya penyusutan.

Metode penyusutan diterapkan Pemerintah Daerah untuk
mengalokasikan nilai/besaran aset yang dapat didepresiasikan
(depreciable amount) secara sistematis sepanjang umur aset
adalah metode garis lurus (straight line method). Metode garis
lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing
periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah:

Nilai yang dapat
Penyusutan per periode = disusutkan
Masa manfaat

Keunggulan metode garis lurus adalah bahwa
perhitungannya mudah. Metode ini cocok dipergunakan untuk
Aset Tetap yang penggunaannya dari periode ke periode relatif
sama.

Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya
Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset
Tetap, Koreksi Penyusutan Aset Tetap dicatat sebagai penambah
nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas
pada neraca serta sebagai transaksi koreksi pada periode
diberlakukannya penyusutan.

. Penghentian dan Pelepasan

PSAP Nomor 7 menyatakan jika Aset Tetap dieliminasi dari
neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen
dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa
yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan
atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan
dalam CaLK. Sedangkan Aset Tetap yang dihentikan dari
penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi
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Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya.

Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya
dilakukan karena:

1) Rusak berat, terkena bencana alam/ force majeure

2) Tidak dapat digunakan secara optimal (idie)

3) Terkena planologi kota

4) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas

5) Penyatuan lokasl dalam rangka efisiensi dan memudahkan
koordinasi

6) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis
Hankam

7} Pertimbangan teknis

8} Pertimbangan ekonomis

Salah satu cara untuk melakukan penghentian aset tetap
adalah dengan menjual atau menukar aset tetap tersebut. Jika
penjualan atau penukaran aset tetap terjadi ketika belum
seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis
disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga
pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait
diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana.
Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan
dan dilaporkan pada LO dan LRA Pemerintah Daerah.

Aset Tetap harus dihapuskan dari laporan keuangan
instansi pada saat dilakukan penghapusan atau ketika aset
tersebut secara permanen tidak lagi digunakan oleh instansi dan
tidak ada lagi manfaat ekonomi atau potensi servis/pelayanan
yang dapat diharapkan dan telah diterbitkan Keputusan Bupati
tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

. Penilaian kembali

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada
umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi
Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya
perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini
mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang
berlaku secara nasional.

. Penyusunan Neraca Awal

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas,
biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar
pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode
selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset
tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau
nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada.

. Pengungkapan _

Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan

Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Tetap
disajikan pada bagian Aset dalam laporan neraca Pemerintah
Daerah,

Selain disajikan dalam neraca, penjelasan tentang aset tetap

juga harus di ungkapkan dalam CalLK. Dalam CalK harus
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mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai
berikut:

a.

b.

Dasar penilaian Aset Tetap yang digunakan;

Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan:

1) Penambahan;

2) Pelepasan;

3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

4) Mutasi Aset Tetap lainnya.

. Informasi penyusutan, meliputi:

1) Nilai penyusutan;

2) Metode penyusutan yang digunakan;

3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan,;

4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan
akhir periode.

Dalam hal terjadi pertukaran Aset Tetap, meliputi:

1) Pihak yang melakukan pertukaran Aset Tetap;

2} Jenis Aset Tetap yang diserahkan dan nilainya;

3) Jenis Aset Tetap yang diterima beserta nilainya; dan

4) Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran Aset Tetap.

Informasi lainnya seperti:

1) Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;

2) Kebjjakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamonganuntuk
kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;

3) Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi;
dan

4) Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

Penyajian aset tetap dalam neraca secara lebih jelas adalah

sebagai berikut:
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
NERACA
PER 31 DESEM BER 20X1 DAN 20X0

{Dalam Rupiah})

Uraian 20X1 Z0X0
ABET
ASET LANCAR
Kag di Kas Daerah xHH XNX
Kas di Bendahara Pengeluaran XuX HAx
Kas di Bendahara Penerimaan XXX KKK
Kas di BLULD XA KXx
Kas Dana Kapitasi
Investasi Jangka Pendek XXX XX
Piutang Pajak XXX XHX
Piutang Retribusi XXX XXX
Penyisihan Piutang XX XXX
Belanja Dibayar Dimulka KKK XXX
Bagian Laencar Pinjaman kepada Perusahaan Negara KX HXK
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX KXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat AXX b33
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
Bagian Lancar Tagihan FPenjualan Angsuran XXX XXX
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi HXX xXH
Piutang Lainnya 3 XK
Persediaan XXX HMR
Jumlah Aset Lancar KX e
INVESTASI JANGHA PANJANG
Investasi Nonpermanen
Pinjaman Jangka Panjang XXX XKX
Investasi dalam Surat Utang Negara XXX XXX
Investasi dalamn Proyek Pembangunan XAX XXX
investasi Nonpermanen Lainnya XXX XXX
Jumlsh Investasl Nonper MK ARX
Investasi Permonen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XX HAX
Investasi Permanen Lainnya XXX b33
Jumlah Invextasi Permanen XXX XX,
Jumlah Investasi Janglka Panjang RRR RRX
ASET TETAP
Tanah HKY p.3 54
Peralatan dan Mesin KXX xux
Gedung dan Bangunan XXX ARHK
Asetl Tetap Lainnya AKX XEX
Konatruksi dalam Pengerjaan XKKX XXX
Akwnulasi Penyusutan XXX KR
N Jumlah Aset Tetap ; ERX xxx ./

F. Dana Cadangan

1.

Definisi

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi
tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya
melalui  penerimaan Pemerintah Daerah dalam satu tahun
anggaran.

Pengakuan

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur
dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat
digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana
cadangan biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang
pelaksanaannya selesai dalam satu tahun anggaran namun
membutuhkan dana yang besar,

Pengukuran

Dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal atas besarnya dana
yang disisihkan,
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4. Pengungkapan
Dana cadangan disajikan dalam neraca dan informasi terkait dana
cadangan diungkapkan dalam CalK. Adapun informasi yang harus
diungkapkan dalam CaLK adalah sumber dana cadangan dan
peraturan daerah yang mengatur tentang dana cadangan tersebut.

G. Aset Lainnya
1. Definisi
Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,
investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Beberapa
aset lainnya antara lain:
a. Aset tak berwujud
b. Kemitraan dengan pihak ketiga
¢. Aset lain-lain

Aset tak berwujud
Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter
yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak
Berwujud merupakan bagian dari Aset Nonlancar yang digunakan
secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah
atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki Kriteria
sebagai berikut:
a. Aset non-moneter yang dapat diidentifikasi;
b. Dikendalikan oleh entitas Pemerintah Kabupaten Lamongan;
¢. Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
Jenis-jenis aset tidak berwujud antara lain adalah sebagai
berikut:
a. Hak Paten, Hak Cipta
Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan
kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau
suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di
samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan
pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak
berhak untuk memanfaatkannya.
b. Software
Software computer yang masuk dalam kategori Aset Tak
Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak
terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini
adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
c. Lisensi
Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak
Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian
pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu
Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka
waktu dan syarat tertentu.
d. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka
panjang
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka
panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang
memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang
akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
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Kemitraan dengan pihak ketiga
Berikut adalah beberapa definisi tentang kemitraan dengan
pithak ketiga:

a. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau
digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/
kemitraan.

b. Bangun, Guna, Serah — BGS (Build, Operate, Transfer — BOT),
adalah pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah oleh pihak
lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut
dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut
fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah
berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.

c. Bangun, Serah, Guna - BSG (Build, Transfer, Operate - BTO)
adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain
dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan
kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh
pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang
disepakati.

d. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang
Milik Daerah Pemerintah Daerah oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah
dan sumber pembiayaan lainnya.

e. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana
Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan
perjanjian kerjasama/kemitraan,

Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang
tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan
penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi,
dan kemitraan dengan pihak ketiga. Dalam kebijakan ini yang
dimaksud aset lain-lain adalah aset tetap yang diberhentikan
penggunaan oleh pemerintah sehingga direklasifikasi menjadi aset
lain-lain. Pemberhentian aset tetap dapat disebabkan karena rusak
berat, uang, dan/atau sedang menunggu proses pemindahtanganan
(proses penjualan, sewa beli, penghibahan, atau penyertaan modal).

. Pengakuan
Aset Tidak Berwujud

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud maka suatu
entitas harus dapat membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan
tersebut telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Definisi dari Aset Tak Berwujud;

b. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa
datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan
dari Aset Tak Berwujud tersebut akan  mengalir
kepada/dinikmati oleh entitas; dan

c. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
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Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan
pengakuan kemitraan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

a. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian
kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset
dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

b. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama Bangun Guna
Serah (BGS), diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung
dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan
untuk digunakan/dioperasikan.

c. Dalam rangka kerja sama pola Bangun Serah Guna (BSG)/Buid
Transfer Operate (BTO), harus diakui adanya Utang Kemitraan
dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh
mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada saat
proses pembangunan selesal.

d. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset
kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas
fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang
dan/atau Pengguna Barang.

e. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada
Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian
dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

f. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan
fasilitas hasil  kerjasama/kemitraan  ditetapkan  status
penggunaannya oleh Pengelola Barang.

g. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset
Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah
berakhirnya  perjanjian dan  telah  ditetapkan  status
penggunaannya oleh Pengelola Barang.

Aset Lain-Lain

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari
penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan direklasifikasikan ke
dalam aset lain-lain.

. Pengukuran
Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu
harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak
Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud
tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa
datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan
mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali
atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagal metode garis lurus.

Aset Tak Berwujud dapat diperoleh melalui pembelian dan
secara internal. Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh melalui
pembelian, biaya perolehannya terdiri dari:

a. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah
dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
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b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut
dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Adapun yang dimaksud biaya yang dapat diatribusikan
secara langsung adalah sebagai berikut:

a. Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat
digunakan;

b. Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut
dapat digunakan;

c. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi
secara baik.

Sedangkan Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara
internal, pengukurannya adalah sebagai berikut:

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi
syarat pengakuan, diakui sebesar biaya peroichan yang meliputi
biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah
diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai
bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian
hari.

c. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software
komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah
pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak
berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat
disajikan sebesar nilai wajar.

Terkait dengan penghentian dan pelepasan aset tidak
berwujud perlakuannya sama dengan penghentian dan pelepasan
aset tetap.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

a. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan
dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai
aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat
pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih
yang paling objektif atau paling berdaya uji.

b. Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama/
Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. D1
sisi lain, investor mencatat dana yang diterima im sebagai
kewajiban.

c. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah
Daerah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan
status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat
atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan,
dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain
menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dan
reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan
aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan
paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain
menurut kKetentuan perundang-undangan.
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4. Pengungkapan
Aset Tidak Berwujud
Aset Tidak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian

dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam CalLK atas

Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

a. Masa manfaat dan metode amortisasi;

b. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak
Berwujud;

c. Penambahan maupun penurunan nilal tercatat pada awal dan
akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak
Berwujud.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai
aset lainnya.Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah
dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk
kegiatan operasional SKPD, maka harus diungkapkan dalam CaLK.
Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan
penyusutan selama masa kerja sama. Masa penyusutan aset
kemitraan dalam rangka BGS melanjutkan masa penyusutan aset
sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.Masa penyusutan
aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerjasama.
Atas kemitraan dengan pihak ketiga, Catatan atas Laporan
Keuangan setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
a. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama
b. Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan
c. Penentuan depresiasi/penyusutan aset Kerjasama/kemitraan.
Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset
hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya
dalam neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam CalK.
Hal-hal vang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor
yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis
aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya
yang relevan.

Penyajian aset lainnya dalam neraca secara lebih jelas adalah
sebagai berikut:
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(Dalam Rupiah)

Uraian 20X1
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ASET LANCAR
Kas dj Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
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Akumulasi Penyusutan
lumlah Aset Tetap
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ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Aset Tetap Lainnya
Konsiruksl dalam Pengerjaan

DANA CADANGAN
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Jumlah Dana Cadangan

1 Jumlah Aset Lainnya

ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Plhak Ketipa
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain
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H. Aset Bersejarah

1.

Definisi

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah
dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh
dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen,
tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan
karya seni (works of art).

Kebijakan atas aset bersejarah tidak mengharuskan
Pemerintah Daerah untuk mencantumkan aset bersejarah (heritage
assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam
CaLK.

Pengakuan
Suatu aset diakui sebagai aset bersejarah jika memiliki
karakteristik-karakteristik di bawah ini:

a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak
mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan
berdasarkan harga pasar.

b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi
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secara ketat pelepasannya untuk dijual.

c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat
selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin
menurun.

d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa
kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3. Pengukuran

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya
jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam
Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya  untuk  perolehan, konstruksi, peningkatan,
rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya
pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang
berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam
kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

4. Pengungkapan
Informasi tentang aset bersejarah harus dicantumkan dalam
CalLK. Infomasi yang disampaikan adalah jumlah dari aset
bersejarah tersebut dengan tanpa menyebutkan berapa nilai dari
aset bersejarah tersebut.

I. Kewajiban
1. Definisi
Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah
dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga,
perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan,
kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke
entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban
bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai
konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan waktu jatuh temponya, kewajiban dibagi
menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka
panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang jatuh
temponya kurang dari 12 (dua belas} bulan. Kewajiban jangka
pendek di tingkat PPKD terdiri dari utang bunga, bagian lancar
utang jangka panjang, utang beban, dan utang jangka pendek
lainnya. Sedangkan kewajiban jangka pendek di tingkat SKPD
terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK), pendapatan
diterima dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang atau kewajiban
yang jatuh temponya lebih dari 12 {dua bulan). Disamping itu
kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat
diklasifikasikan sebagai kewajiban panjang jika:
a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
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b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance)
kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang

c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian
pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan
kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum
pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang di Pemerintah Daerah hanya
terdapat pada level PPKD. Adapun kewajiban jangka panjang di
PPKD yaitu utang dalam negeri, utang luar negeri dan utang jangka
panjang lainnya.

2. Pengakuan
Secara umum kewajiban Pemerintah Daerah diakui pada
saat:
a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan
kesepakatan pemerintah daerah; atau
c. Pada saat kewajiban timbul
Kewajiban dapat timbul dari beberapa kondisi di bawah ini:
a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika
pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti
janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa
depan, misal utang atas belanja Alat Tulis Kantor,
b. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions)
Dalam transaksi ini kewajiban diakui ketika pemerintah daerah
berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada
pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau
transfer pendapatan yang telah dianggarkan
c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related
evernts)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, kewajiban
diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan
sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi
pemerintah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan
pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah
daerah.
d. Kejadian yang diakut pemerintah (government-acknowledged
events).
Dalam kejadian ini, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah
memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada
kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian
menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal
pemerintah  daerah memutuskan untuk menanggulangi
kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

3. Pengukuran
Secara umum, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing maka
harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda
untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.



6l

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah
Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini
akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-
masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga
Ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa,
maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas
jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau
jasa tersebut,

b. Pengukuran Utang Bunga
Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai
bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada
setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban
yang berkaitan.

¢. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode
harus dicatat sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

d. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan
jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

e. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan
karakteristik masing-masing pos tersebut

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah
juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua
karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar
pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak
perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal
pinjaman dari WorldBank.

b. Utang yang diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas
utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar
nilai pari {original face value) dengan memperhitungkan diskonto
atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang
pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar
nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan
harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode
penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas
dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang
selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

. Pengungkapan
Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang disajikan di
bagian kewajiban dalam neraca. Selain itu, informasi mengenai
kewajiban juga harus diungkapkan dalam Cal.K Pemerintah Daerah.
Adapun hal-hal yang harus diungkapkan adalah sebagai berikut:
a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang
diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan
jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
¢. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat
bunga yang berlaku;
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d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum
Jjatuh tempo;
e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
1) Pengurangan pinjaman;
2) Modifikasi persyaratan utang;
3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
o) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode
pelaporan.
f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar
umur utang berdasarkan kreditur.
g. Biaya pinjaman:
1) Perlakuan biaya pinjaman;
2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang
bersangkutan; dan
3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan
Berikut adalah contoh penyajian kewajiban jangka pendek
dan jangka panjang dalam neraca Pemerintah Daerah:

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
{Dalam Rupiah)
Uraian 20X1| 20X0
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX | xxx
Utang Bunga ' Xxx | xax
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX | XXX
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya XXX | Xxx
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XXX | XXX
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank | xxx | xxx
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi XXX | XXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya XXX | XXX
Utang Jangka Pendek Lainnya XXX | xxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (57 s/d 65) xxx | xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX | xxx
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya XXX | XXX
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XXX | XXX
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank XXX | Xxx
Utang Dalam Negeri - Obligasi XxX | Xxx
Utang Jangka Panjang Lainnya XN | oxxx
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 73} XXX | xxx
JUMLAH KEWAJIBAN (66+74) XXX | Xxx




63

J. Ekuitas

1. Definisi
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual,
Pemerintah Daerah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.
Ekuitas diklasifikasikan ke dalam:
a) Ekuitas Awal;
b) Surplus/Defisit LO; dan
c) Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

2. Pengakuan dan Pengukuran
Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan
dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset
tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan,
pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan
kewajiban.

3. Pengungkapan
Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan
Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan CaLK.

NECARA
Pemerintah Kabupaten Lamongan
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

URAIAN 20X1 20X0

ASET
Aset Lancar
Aset Tetap
Investasi Jangka Panjang
Aset Lainnya

KEWAJIBAN

EKUITAS
Ekuitas XXXX Xxxx
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana XXXX Xxxnx

K. Pendapatan
1. Definisi

Pendapatan LO
Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat
diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah
untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu
realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk
sumber daya ekonomi.
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Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah
atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo
Anggaran Lebih (SAL} dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA terdiri dari pendapatan-LRA untuk PPKD dan
pendapatan- LRA untuk SKPD. Pendapatan-LRA di PPKD meliputi
Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Pendapatan-
LRA di SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

. Pengakuan
Pendapatan LO
Pendapatan-LO diakui pada saat hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Secara rinci,
Pendapatan- LO diakui pada saat:
a. Timbulnya hak atas pendapatan;
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi.
Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-
undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih
pendapatan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah
hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih
dahulu adanya penagihan. Pengakuan pendapatan LO dapat terjadi di
PPKD dan SKPD.
Berikut adalah pengakuan pendapatan-LO pada level PPKD
a. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh
pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah
sesuali dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-
pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori,
yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD
dari Hasil Eksekusi Jaminan.
1) PAD Melalui Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan
Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut
diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas
pendapatan terkait.
2) PAD Tanpa Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Penerimaan Jasa
Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan
Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian,
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari
Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan
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Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui
ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melahai
Bendahara Penerimaan PPKD maupun langsung ke Rekening
Kas Umum Daerah.
3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan
Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga
tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD
akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah
disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan
pendapatan ini dilakukan berdasarkan bukti memorial dari
PPKD.
b. Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang yang berasal
dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana
perimbangan dari Pemerintah Pusat Pendapatan transfer diakui
pada saat Perpres dan APBD yang memberitahukan informasi
jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah
telah disahkan.
¢. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok
pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan
sebelumnya. Pada PPKD, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
dapat meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Lain-
Lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui saat Naskah
Perjanjiannya telah ditandatangani. Hibah yang berupa barang
dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan hibah
aset tetap memenuhi Kkriteria perolehan aset donasi.
d. Pendapatan Non Operasional
Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus
Penjualan Aset Tetap, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber
berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk
mengakui Surplus Penjualan Aset Tetap) telah diterima.

Sedangkan pengakuan pendapatan-LO pada level SKPD Kabupaten
Lamongan adalah sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.Pendapatan-pendapatan  tersebut dapat
dikelompokkan ke dalam enam kategori,yaitu:

1) Pendapatan Pajak Tipe A yang merupakan Kkelompok
pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk kemudian dilakukan
pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh
pendapatan yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak
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tipe A ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan.
Pendapatan-pendapatan  tersebut diakui  ketika  telah
diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK} atas
pendapatan terkait;

2) Pendapatan Pajak Tipe B
Pajak tipe ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang
didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self
assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib
pajak berdasarkan perhitungan tersebut.Selanjutnya,
dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar
apakah sudah sesual, kurang atau Ilebih bayar untuk
kemudian dilakukan penetapan. Contoh pendapatan pajak
yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe B
adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak
penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak air permukaan,
pajak sarang burung walet, pajak lingkungan, pajak mineral
bukan logam dan batuan, serta bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika
telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK)} atas
pendapatan terkait;

3) Pendapatan Retribusi Tipe A
Untuk pendapatan retribusi tipe A, pembayaran diterima untuk
memenuhi kewajiban di periode berjalan. Contoh pendapatan
retribusi tipe A adalah retribusi jasa umum. Pendapatan-
pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

4) Pendapatan Retribusi Tipe B
Pembayaran retribusi ini dilakukan bersamaan atau setelah
SKR terbit. Contoh pendapatan retribusi tipe B adalah retribusi
jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pendapatan-
pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat
Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah atau entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah.

. Pengukuran

Pendapatan LO

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya)
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
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Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai
badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas
pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring)
atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan
pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode
yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang
(nonrecurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode
ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan LRA

Akuntansi pendapatan-LRA Pemerintah Daerah dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan
bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka
asas bruto dapat dikecualikan. '

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai
badan layanan umum daerah.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang
(recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode
penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai
pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang
(nonrecurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada
periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang
pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian
yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan
pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya
koreksi dan pengembalian tersebut,

. Pengunglkapan

Pendapatan LO

Pendapatan LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam
laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan
disajikan dalam CalLK. Berikut adalah contoh penyajian pendapatan
LO dalam laporan operasional:
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

[Datarn rupiary
Kenaikans
URALAN 20X1 20X0 | Penurunan [%)
MEGIATAN CPERASIONAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah 00 Feid e Er g
Pendapatar Retricusi Daerah o0t o o 00K
Pendapatan Hasil Pengelolaan Hekayaan Daerah yang Dipisahkan 0 R ot 0K
Lair+lain PAD yang Sah XK Xt o0 Eed
Jumiah Pendapatan Asli Daerah XXX xax XXX pisy
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bafy Hasil Pajak Eres XK XX ox
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam X0 X o0 X,
Dara Alokasi Umum K KR, X0k X0
Dana Alokasi Khusus e o XX x0x
Jumlah Pandapatan T fer Dana Parimbangan XAX XA LXK AKX
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Otonomi Khusus fov 06X XK XK
Dana Peryesuaian 000 XK, XX oo
Jumiah Pendapatan Transfer Lainnya WXK Xxg ! XXX XN
Jumiah Pendapatan Transfar Axx i % XXX
LAN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pandapaian Hibah P X w0 KA
Pendapatan Lainmya xox xx b o
Jumiah Lainain Pendapatan Yang Sah 200 KRN XXX | oxax
JUMLAH PENDAPATAN 2R AKX o | exx

Pendapatan LRA

Pendapatan LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam
laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan
disajikan dalam CalLK.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara
anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan
dalam CaLK.

Berikut adalah contoh penyajian pendapatan LRA dalam laporan
realisasi anggaran:
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UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

{Calam Rupiah)
Anggaran | Realisasi Realisasi
URAIAN 20%1 20%1 vy 20%0
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah 0% x5 o0 o0
Fendapatan Refribusi Daeran 0% vy 0% ]
Perdapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipis akkan oK 260 0 e
Lain-lain PAD yang Sah 000 e X0t YK
Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX XXX XXX AKX
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Fajak 00t Xoix 0 X
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam o ¥0r ol X
Dana Alokasi Limum Eois e feve X
Dana Alokasi Khusus 0 X0 s ¥
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan XXX XA XXX XX
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana Ctonomi Khusus e 0% e g
Dana Penyesuzian e 0 ¥t foed
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya AEX XXX XK AAN
Total Pendapatan Transfer XXX XXX AXX XXX
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Fendapatan Hibah fed 0 o 00
Pendapatan Dana Darurat X0 s 00K sy
Pendapatan Lainnya foed XX X5 i
Jumlah Pendapatan Lain-ain yang Sah XXX xxX xAX (313
JUMLAH PENDAPATAN XEX XXX REX Xx%
L. Beban, Belanja dan Transfer

1. Beban
a. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul

akibat transaksi tersebut dalam periode

pelaporan yang

berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran,

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut jenis

beban) yang meliputi:
1) Beban Pegawai
2) Beban Barang dan Jasa
3) Beban Bunga
4} Beban Subsidi
5) Beban Hibah
6] Beban Bantuan Sosial
7) Beban Lain-lain/Tidak Terduga
8) Beban Transfer
b. Pengakuan
Beban diakui pada saat:

1) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada

saat terdapat penurunan nilai

aset sehubungan dengan
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penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya

adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan

amortisasi aset tidak berwujud.

Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset dalam

Pemerintah Daerah adalah saat terjadinya:

a) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului
timbulnya kewajiban; dan/atau

b) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional
pemerintah.

Contohnya adalah pembayaran gaji pegawal, pembayaran

perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan

penggunaan persediaan.

Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak

dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas

dari Kas Umum Daerah. Timbulnya kewajiban antara lain

diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang

belum dibayarkan. Contohnya adalah diterimanya tagihan

rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar

Pemerintah Daerah.

c¢. Pengukuran

1)

2)

Beban Pegawai
Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat
dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar
gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang
menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.
Koreksi dan Pengembalian
Penerimaan kembali beban pegawai yang terjadi pada periode
yvang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai
pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima
pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban
pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal
mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan
pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.
Beban Barang dan Jasa
a) Beban Persediaan
Pengukuran
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.
Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir
periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan
hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo
awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan
persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan
berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya
nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode
penilaian yang digunakan.
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Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas
Pengukuran

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat
sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan
dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa
Pengguna Anggaran .

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan
perjalanan dinas yang terjadi pada periode terjadinya beban
dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan
pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode
berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa,
pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan
sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan
penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada
akun ekuitas.

Beban Bunga Utang

Pengukuran

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi
atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu.
Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran
persentase tertentu atas pokok utang serta periode
pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada,
sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang
yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode
pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup
pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman
untuk mencegah dispute/perselisihan dikemudian hari.
Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban bunga yang terjadi pada periode
beban dibukukan sebagai pengurang beban bunga pada
periode yang sama. Apabila diterima pada periode
berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bunga
dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal
mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan
pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

Beban Subsidi

Pengukuran

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal
sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga
yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat
perbendaharaan.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban subsidi yang terjadi pada periode
beban dibukukan sebagai pengurang beban subsidi pada
periode yang sama. Apabila diterima pada periode
berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban subsidi
dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal
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mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan
pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

Beban Hibah

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai
nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban
hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar
barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian Beban Hibah

Penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban
dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode
yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya,
koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam
pendapatan  lain-lain. Dalam  hal mengakibatkan
penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/
pengurangan pada akun ekuitas.

Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang
tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan
sosial berupa uang atan dokumen pengadaan barang/jasa
oleh Pihak Ketiga.

Koreksi Dan Pengembalian Beban Bantuan Sosial
Penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban
dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada
periode yang sama. Apabila diterima pada periode
berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan
sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal
mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan
pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

Beban Lain-Lain

Pengukuran

Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera
dalamm dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset
tetap/aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan
Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan.

Koreksi dan Pengembalian Beban Lain-lain

Penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban
dibukukan sebagai pengurang beban lain-lain pada periode
yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya,
koreksi/penerimaan kembali beban lain-lain dibukukan
dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan
penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/
pengurangan pada akun ekuitas.
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h) Beban Transfer

Pengukuran

Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum

dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi Dan Pengembalian Beban Transfer

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang terjadi

pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban

transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada

periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban

transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal

mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan

pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

i) Beban Piutang Tak Tertagih

Pengakuan

Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode

yaitu:

1) Metode Penyisihan Piutang
Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban
Piutang Tak Tertagih di muka sebelum piutang tersebut
dihapuskan.

2) Metode Penghapusan Langsung.
Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban
Piutang Tak Tertagih hanya pada saat piutang tersebut
benar-benar tidak dapat ditagih lagi.

Pengukuran

Beban piutang tak tertagih diukur dengan:

1) Metode Penyisihan Piutang
Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara
mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak
tertagih.

2) Metode Penghapusan Langsung.
Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah
piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali.

d. Pengungkapan
Beban disajikan dalam laporan operasional entitas
akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai
rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material
harus diungkapkan dalam CalLK sehingga menghasilkan informasi
yang andal dan relevan. Berikut adalah contoh penyajian beban
dalam LO



74

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X

(Dalam ropiah)

URAIAN 2x1 | zox0 | Kenalkan i,
Penurunan
KEGIATAN QFERASIONAL
PENCAPATAN
FPENDAPATAN ASLiI DAERAH
Pendapaten Payak Daaran EEEY £xK XK HER
Perndapatan Retrbusi Daarah XXX Ky ¥ T
Pendapalen Hasil Pengelalaan Kekayaan Dasrah yang Dipisabkan xEX F xxx 133
Perndapalan Asli Daerah Lainnya AAE WAK HEN AEE
Jumlah Pendapatan Asll Daerah{ 3 sd G ) X xx ¥ %% L1 ANX
1 PENDAPATAN TRANSFER
1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
Cana Bagi Hasil Fajak ANK XXN ARN PP
Cana Bagi Hasil Sumber Ctaya Atam HEH o KEX AEK
Cana Alokasi Lmum ARX XXN xnx xnx
Cara Alokasi Khusus HXK MM KEK XHA
Jumlah Pendapatan Tranger Dana Perimbangan (11 &d 14) EXE XAX EXE L1.1]
TRANSFER FEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Otonomi Khusus XXX Xxn A xnx
Dang Penyesuaan nxx xXxX AX FIT
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 5'd 13} XXX XAX EXX XXX
TRANSFER PEMERINTAH PROVINS|
Pandapatan Bagi Hasil Pajak HAH Pt MEK XN
Pendapatlan Bagi Hasil Lainnya AEE fe 14 A AEE
Jumlah Pendapatan Transtar Pamarintah Proving {23 &d 24) XAX XAK XAX AXK
Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 26) [YT] % %% KKK AXX
LAIN-LAIN PENDAPATAN TANQ SAH
FPandapalan Hibah XK Xxx AKN AXN
Perndapalan Dana Darurat HEN P 33 HEM XER
Pandapalan Lairry a AEE XRE AEA HRM
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah {29 &d 31) XXX XXX XXX L1.1]
JUMLAH PENDAPATAN {7 + 26 + 12} XA XXX XNX ZAX
BEBAN
Beban Pagawai x®x xaxK X®X xxx
Beban Passadiaan XXX XXX XXX XXX
Beban Jasa wmx XaX HEX Frts
Beaban Pamelinaraan HHH Ka¥ K XXK
Baban Pajalanan Dinas wnx xxx nxx xnx
Baban Bunga Amx %X Anx xux
Beban Subsidi wKK Xax Anx Ee]
Beban Hibah rXK Eedy ExM 2K
Beban Banluan Sosial HEK xxx NN XK
Beban Penyusutan XK XXX XX XXK
Beban Trarsfer XXX XAK FE HRK
Beban Laindain Wy xax anu AN
JUMLAH BEBAN |36 »/d 47) XXX XEX XAX XuX

2. Belanja

Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurang: Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah. Berdasarkan klasifikasi
ckonomi belanja dibagi menjadi 8 jenis yaitu belanja pegawai,
belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja
subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-
lain

Pengakuan

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran
dari Rekening Kas Umum Daerah.
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Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan
tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk
pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D) dan diukur berdasarkan azas
bruto.

Pengungkapan

Belanja Pemerintah Daerah disajikan dan diungkapkan dalam:

1) Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah;

2) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Operasi;

3} Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Investasi:

4) CalK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.
Berikut adalah contoh penyajian belanja dalam laporan realisasi
anggararn:

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

[Cajam Rupiah)

Anggaran |Realisasi] Realisasgi
URAIAN 20x1 20%1 4 Z0X0
PENCAFPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Fendapatan Pajak Uaeran 0 008 3 00K
Handapatan Henous) Uasran 00 oo X% WK
Fendapatan Hasi| Pengelolaan Kekayaan Daeran yang Lipisatikan 200K WK, x 300
Lain-lawn FAaD yang sah 0 w0 e 200K
Jumilah Pendapatan Asli Daerah (3 5/d B} XEEK AAXX XX AANK
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak X000 000 o0 o0
Lana Hagi Hasil Sumber Daya Sam 2000 200K xw w008
Dana Alokas: Urrum b Wk xx w000
Lrana Alokag) Khusus B o wx 000
Jumlah Fandapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14} EEET XEXX K, EEEL]
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana Otonomi Khusus X o e
Dana Panyssuaian 200 20K, b 2008
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintan Pusat - Lainnya (18 sid 13) AEAK EXXN XK AKX
TRANSFER PEMERINTAH PROVINS]
Pendapatan Bagi Hasil Pajak o oa S e
Pendapatan Bagi HasH Lainnya 0o s e 0
Jumlah Transfer Pemerintah Provingi {23 s/d 24) KX KA AKXK X AXAXK
Totat Per<lapatan Transfer {15 + 20 + 25} KR XN ARAK XK EEE T
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Fendapatan Hiban 00 2000 K oK
Fendapatan Dana Larural o0 K0 - 00
Fendapatan Lamnya K xx 0 b
Jumilah Lain-iain Pendapatan yvang San (29 s/d 31) AAX XXX ] XX
SJUMLAH PENDAPATAN {7 + 26 + 32) XK N XREH XX EE eSS
BEL AR A
BELANJA OPERASI
Helanja Pagawai 00 oex o3 200
Belanja Barang 200 X0 X o
Bunga Ee 4 K xR 00
Subsidi 00 W0 k-3 2008
Fhibah o b v d o ex
Bantan Sosial o b xx 200K,
Jumiah Belanja Operasi {37 s/d 42} BT XRXX X% AR AN
BELANJA MODAL
Halanja Tanah X 200% b Xt
Helana Peratatan dan Mesin X0 200t o X
Halang Gedunyg dan HBanguhan X 2 X 200
Helanja Jalan, (ngas: dan Janngan o =0 o 300
Halanja Aset Tetap Lainnya 00 b * 00
Helana Aset Lainnya o fer xx 00
Jumilan Belana Modal {46 s/d 51) AAAN AEXE XX HRXX
BELAMNIA TAK TERDUGA
Belanja 1ak Tergugs X XK XK e
Jumilah Belanja Tak Tarduga (55 s/d 65) XNK EXAN XK WA
JUWILAH BELARNJA {43 + 52 + §8) XEXH AXAE EL3 XA AN
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3. Transfer
a. Definisi

Pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari
entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Contoh transfer
adalah bagi hasil pajak, bagi hasil pendapatan lainnya, bantuan
keuwangan ke pemerintah daerah, bantuan keuangan desa dan
bantuan keuangan lainnya. Transfer, dalam hal ini, hanya ada
dalam level PPKD,

. Pengakuan

Transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah
daerah.

. Pengukuran

Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan
tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk
pengeluaran dari Kas Daerah dan diukur berdasarkan azas bruto.
Pengungkapan

Transfer Pemerintah Daerah disajikan dan diungkapkan dalam:

1) Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah;

2) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Operasi;

3) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Investasi;

4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

M. Pembiayaan
1. Definisi

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran.
Jenis-jenis pembiayaan Pemerintah Daerah terdiri dari:

a)

b)

Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain
berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun
sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan/atau
penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas
Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain
berupa pembayaran utang, pembentukan dana cadangan,
dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial (zarwin).
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2. Pengakuan
Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah diakui pada saat kas
diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi
pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum
Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran
pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan
oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa bendahara Umum Daerah.

3. Pengukuran
Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai
nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut
dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluarany}.

4. Pengungkapan
Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan
dalam LRA, Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas
Pendanaan), serta diungkapkan dalam CaLK.
Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CalLK antara lain:
a} Informasi tentang rincian penerimaan pembiayaan;
b) Informasi tentang rincian pengeluaran pembiayaan;
¢) Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/pengeliaran

pembiayaan berbeda.

N. SiLPA/SIiKPA dan SAL
1. Definisi
SILPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan
LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
dalam APBN selama satu periode pelaporan.
SAL adalah kumpulan saldo yang berasal dari akumulasi
SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan
serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SiKPA dan
koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya dilaporkan pada Laporan
Konsolidasian.
Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain:
a. Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang
bersifat non — recurring.
b. Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan tahun anggaran
sebelumnya.
Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL antara lain adalah koreksi
kesalahan saldo Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran masing-
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masing SKPD, Kas di BLU, Kas dana kapitasi dan Kas Hibah
Langsung yang telah disahkan tahun anggaran sebelumnya;

2. Pengungkapan
SiLPA/SiKPAdisajikan pada LRA dan LPSAL. Sedangkan SAL
disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

O. Transaksi Transitoris (transaksi yang tidak mengubah posisi kas)
1. Definisi

Transaksi Transitoris (nonanggaran) adalah transaksi kas yang

mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak

mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah.

Adapun jenis-jenis transaksi transitoris Pemerintah Daerah adalah

sebagai berikut:

a} Transaksi transito
Transaksi transito adalah transfer uang baik pemberian atau
penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara
pengeluaran.

b} Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas
yang berasal dari potongan langsung gaji pokok dan tunjangan
keluargapegawai negeri/pejabat daerah, dan tabungan perumahan
Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk disalurkan kepada Pihak
Ketiga.

c) Transaksi pemindahbukuan dan kiriman uang
Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan
mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Daerah. Dalam hal
terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening valas ke
rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka perlu diakui
adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs terealisasi tersebut
dilaporkan dalam LRA dan Laporan Operasional.

d) Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening
BUD
Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening
BUD merupakan transaksi antara rekening BUD dengan rekening
pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

2. Pengungkapan
Transaksi transitoris disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai
Aktivitas Transitoris dan diungkapkan dalam Cal.K.
Hal-hal yang diungkapkan pada CalLK antara lain:
a} Rincian jenis transaksi transitoris;
b) Pengaruh transaksi transitoris terhadap aset atau kewajiban.
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN
KEBILJAKAN AKUNTANSI,DAN PERISTIWA LUAR BIASA.

A. PENDAHULUAN
1. Tujuan.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi
Pemerintah Daerah atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan
akuntansi dan peristiwa luar biasa.

2. Ruang lingkup.

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, Pemerintah
Daerah harus melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan
akuntansi dan peristiwa luar biasa.Kebijakan ini berlaku untuk
entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan vyang
mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk
Badan Layanan Umum Daerah, yang berada dibawah Pemerintah
Daerah.

B. DEFINISI
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuaangan.
Kesalahan adalah Penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai
dengan yang seharusnya, yang mempengaruhi laporan keuangan periode
berjalan atau periode sebelumnya.
Koreksi adalah Tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang
tersaji dalam laporan Keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang
seharusnya.
Peristiwa luar biasa adalah Kejadian atau transaksi yang secara jelas
berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan
terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga
memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau
asset/kewajiban,

C. KOREKSI KESALAHAN

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau
beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan,
kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti
transaksi anggaran oleh pengguna anggaran; kesalahan dalam
penetapan standar dan kebijakan akuntansi; kesalahan interpretasi
fakta; dan kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu
kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan
keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan
tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2
(dua) jenis :
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1. Kesalahan yang tidak berulang; dan
2. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalaban tidak berulang

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak

akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2(dua) jenis:

a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak,
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam
periode berjalan.

b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan
periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan
pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode
yang bersangkutan.

Koreksi Belanja

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan

penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada

periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta

mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan

dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, dan

akun ekuitas yang terkait.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan

penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada

periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak

mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan

pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.

Koreksi kesalahan belanja dibagi menjadi 2 yaitu yaitu:

a. Kesalahan yang menambah saldo kas

Contoh : Pengembalian belanja pegawai Pemerintah Daerah karena

salah dalam perhitungan jumlah gaji, maka dikoreksi
dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.

b. Kesalahan yang mengurangi saldo kas

Contoh : Terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang

belum dilaporkan, maka dikoreksi dengan mengurangi
akun ekuitas dan mengurangi saldo kas. Disamping
mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu
dilakukan koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan
pos ekuitas, sebagai contoh : belanja aset tetap yang di-
mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan
belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang
harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan
pendapatan lain-lain serta mengurangi pos aset tetap dan
pos ekuitas.
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Koreksi Pendapatan

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang

yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi kas,

apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka

dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Koreksi kesalahan pendapatan dapat dibagi 2(dua):

a. Koreksi kesalahan yang menambah kas

Contoh : Terdapat transaksi penyetoran bagian laba perusahaan

daerah yang belum dilaporkan, maka koreksi yang perlu
dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas.

b. Koreksi kesalahan yang mengurangi kas

Contoh : Terdapat kesalahan pengembalian pendapatan dana

alokasi umum karena kelebihan transfer, maka yang
harus dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan
ekuitas.

Koreksi yang tidak mempengaruhi kas

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode

sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum

maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka

dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode

ditemukannya kesalahan.

Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah

belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan

sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet

pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

Kesalahan berulang

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah Kesalahan yang
disebabkan oleh sifat alamiah(normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh :
penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi
sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari
wajib pajak.Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi,
melainkan dicatat pada saat terjadi.

Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan
periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dapat dilaporkan dalam
baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Daerah perlu membandingkan laporan keuangan
dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja,
dan arus kas, maka kebijakan akuntansi yang digunakan harus
diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya
apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan
oleh peraturan perundangan atau Standar Akuntansi Pemerintahan
yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut
akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, arus kas yang
lebih relevan dan lebih handal dlam penyajian laporan keuangan entitas.



82

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai
berikut:

1. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang
secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
dan

2. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau
transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

3. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya  harus
diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

. PERISTIWA LUAR BIASA

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau
transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam
aktivitas biasa entitas Pemerintah Kabupaten Lamongan termasuk
penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan
demikian, yang termasuk dalam peristiwa lnar biasa hanyalah peristiwa-
peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena
peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian yang dimaksud secara
tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak
terduga atau dana darurat, sehingga memerlukan
perubahan/penggeseran anggaran secara mendasar.

Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa
darurat, bencana, dan sebagainya vang menyebabkan penyerapan dana
dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga, peristiwa tersebut tidak
dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa
tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran
yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus
menyerap 50% (lima puluh persen} atau lebih anggaran tahunan, maka
peristiwa tersebut layak dikategorikan peristiwa luar biasa. Sebagai
petunjuk, akibat dari penyerapan dana sebesar itu, entitas memerlukan
perubahan anggaran atau penggeseran anggaran guna membiayail
peristiwa luar biasa, yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran
belanja tidak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena
peristiwa luar biasa terpenuht apabila kejadian atau transaksi dimaksud
menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai
aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan
berikut ini:

a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;

b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang-
ulang;

c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau
posisi aset/kewajiban.



83

BAB V
KEBIJAKAN MASA MANFAAT ASET TETAP

TABEL MASA MANFAAT

1]3[2]26 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir / | 15
Elektronika

13 (2|30 Peralatan Laboratorium Hldrodma.tmka 15
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Bangunan Pengaman Sungal dan
langan Bencana Alam

314118 Install Gas

1|3 4|20 |Jaringan Air Minum 30
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BAB VI
KEBIJAKAN PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT

g
1] [2] | Periatan dan Mesin

> 50% sd 75%
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> 50% sd 75% “
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— > 0% sd 25%
5%
o0

Alat Peraga/Praktek
Sekolah

> 25% sd 50%
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Alat Laboratorium QOverhaul
Fisika Nuklir /
Elektronika

- 50% sd 75%
=1 7

b

L [ — [ rewsatow 5

> 0% sd 25%

1]3]2]| 32| Persenjataan Non Renovasi > 0% sd 25%
Senjata Api
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» 5% sd 10%

> 0% sd 30%

> 45% sd 65%

(1]3[4]12 | InstalasiAirKotor | Renovasi | >0%sd80% | 2 |
(%5
] ] >45%sd65% | 10




93

> 45% sd 65%

Renovasi

> 0% sd 30%

3|4 |18 | Instalasi Gas Renovasi | > 0% sd 30% G
7 ; — - =% —

> 0% sd 30%

R R T e

34 19 Instalasi Pengaman ] .Re.ﬁﬁ;va.si

> 0% sd 30%
] .: N - 50 yE 3
> 45% sd 65%

3 4 20 | Jaringan Air Minum Overhaul
% i B R AR R e

1

e i i T

- O%.Sd 30%,, R s

: Q?;%: ot copgverty e (e

> 45% sd 65%

T

> 0% sd 30% T2

s o

J aringah Listrik Overhaul

3422 | Jaringan Telepon Overhaul

ik i : 2id - i a" : ‘\
Overhaul > 0% sd 30%

———————— O

> 45% sd 65% 10

Jaringan Gas




